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Abstract 

 
Agency’s  Governing  Body Downstream  Oil and Gas was given the mandate  by the Indonesian  law number  22 of 2001 about 

oil and gas to ensure the availability of fuel for the needs of all the people of Indonesia through downstream business activities of 

oil and ideal gas. However,  the efforts for the implementation  of the policy is still cannot reach their goals since in Samarinda 

from  2011  to 2013  is still  experiencing  fuel  scarcity  especially  the  subsidized  one.  This  study  aims  to know  how  effec-

tive  the implementation  of Agency’s  Governing  Body  Downstream  Oil and Gas policy  in ensuring  the availability  of subsi-

dized  fuel in Samarinda.  This study uses descriptive  research. By collecting qualitative  data through observation,  interviews 

and document study then analyzed the data obtained with the implementation  of analytical  methods developed  by Mazmanian  

and Sabatier. The results showed that the Agency’s Governing Body Downstream Oil and Gas policy implementation  in ensuring 

the availability of subsidized fuel in Samarinda is still not effective. The ineffectiveness  is caused by existence of the circum-

stance  where the implementers  of the policy were not consistent in the rules of implementation.  In addition, the impact and the 

expected goals are not fully achieved. 
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Pendahuluan 
 

Semenjak UU Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas bumi berlaku,  maka 

struktur  tata kelola  kegiatan  Migas beru-

bah. Selain rumitnya proses investasi semen-

jak berlakunya  Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas bumi tentang  Minyak dan  Gas  

bumi,  minimnya  partisipasi  Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN)  membuat pertum-

buhan kegiatan usaha Migas semakin   lesu. 

Menurut Arif Zulkifli seorang pakar energi, 

Tidak seimbangnya antara minyak hasil 

produk-si nasional dan kebutuhan minyak 

nasional ke-mudian menjadi salah satu faktor  

penyebab ke-langkaan BBM di sejumlah dae-

rah di Indonesia 

Dalam menjamin ketersediaan energy 

khu-susnya BBM nasional, berdasarkan 

amanat   UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi, pemerintah memben-

tuk sebuah Badan Pengatur indenpenden di 

bawah pengawasan Kementerian ESDM dan 

Direkotrat  Jenderal  Minyak  dan  Gas  

Bumi (DITJEN MIGAS) mela-lui Peraturan 

Pemerintah (PP) Republik   Indo-nesia   No-

mor   67  Tahun  2002  tentang Badan 

Pengatur Penyediaan  dan Pendistribusian  

Ba-han Bakar Minyak  dan Kegiatan  Usaha  

Peng-angkutan  Gas Bumi Melalui Pipa yang 

kemu-dian  Badan Pengatur ini disebut  

dengan  Ba-dan  Pengatur  Hilir Minyak  dan 

Gas Bumi (BPH Migas) 

Sebagai bentuk pelaksanaan  amanat 

UU, BPH Migas  memiliki  hak untuk  me 

ngatur,  menetapkan  dan memberikan usulan 

kebijakan kepada Pemerintah dan kebijakan  

yang dimplementasikan  diantarannya adalah 

sosialisasi di pusat keramaian  menggunakan  

atribut media seperti spanduk dan baliho 

yang mengajak masyarakat untuk  men-

dukung  program  hemat  energi dan tema 

lainnya, kemudian kerjasama dengan Penyi-

dik Pejabat Negeri   Sipil   (PPNS)   dan   Poli-

si   Republik Indonesia   (POLRI). 

Selain   itu   ada   pula   kerjasama me-

lalui Memorandum  of Understanding  (MoU)  

antara BPH Migas dengan beberapa instansi 

pemerin-tahan dan instansi daerah  sebagai 

terusan  dari beberapa  program dan ke-

bijakan. Seiring berjalannya waktu, imple-

mentasi kebijakan BPH Migas hasilnya mulai 

dapat dira-sakan muncul satu persatu.  Na-

mun  kenyataan   di  lapangan lebih  banyak  

hasil  yang  nilainya  negatif.  Berdasarkan 

data penelitian,  banyak kalangan  menilai 

subsidi BBM yang diberikan kepada 

masyarakat sering tidak tepat sasaran, golon-

gan kendaraan yang bukan peruntukan-nya 
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Tahun 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Rata-rata % 

Kenaikan Per 

Tahun 
Premium 121,47 132,83 151,27 168,94 186,26 8,5% 
Solar 50,10 54,43 66,38 83,55 95,80 12% 

* 
Kerosene 46,18 0 0 0 0 0% 
Total 217,76 187,26 217,65 252,50 282,07 5% 
 

masih banyak ditemukan mengisi BBM sub-

sidi untuk kendaraannya, penyelewengan 

oleh oknum juga menjamurnya pedagang 

eceran, dan kelangkaan BBM bersubsidi di 

Samarinda hingga Tahun 2013 pun masih 

terasa dengan adanya antrian kendaraan di 

SPBU.  

Peristiwa kelangkaan BBM bersubsidi 

sudah menjadi rutinitas di Kota ini. Kondisi 

ini terjadi karena memang  persediaan  BBM  

Bersubsidi  di  SPBU seringkali habis seperti 

yang dinyatakan oleh Semar seorang   supir  

truk perusahaan swasta   bahwa sudah ham-

pir   tiga   tahun   belakangan mengalami   

kesulitan untuk mendapatkan Solar. Heru 

perdana seo-rang warga mengatakan bahwa 

keharusan untuk mengantri bukan barang 

baru di Samarinda dan juga menyebut fe-

nomena kelangkan dan antrian sebagai sua-

tu tradisi di Kota Samarinda. 

Selain karena intensitas kelangkaan 

BBM bersubsidi   yang   sering   terjadi,   ka-

sus   ten-tang   BBM ilegal juga menjadi salah 

satu alasan memilih Kota Samarinda sebagai 

fokus peneli-tian.     

Berdasarkan penelitian yang telah dil-

akukan   oleh Ira Agustina Ariyani  di Sa-

marinda,  pada  tahun  2012  saja,  ada  lima 

jenis penyimpangan dalam distribusi darat 

BBM bersubsidi, ini merupakan indikasi 

bahwa tingkat kriminalitas BBM di Sa-

marinda tinggi dan memerlukan pe-

nanganan serius. Ditambah lagi adanya ka-

sus dugaan penggunaan BBM ilegal yang 

digunakan untuk membangun Convention 

Hall pemerintah provinsi Kalimantan Timur 

di  Samarinda   pada   pertengahan Tahun 

2013. 

Kota Samarinda tercatat mengalami 

pertum-buhan penduduk yang begitu drastis. 

Setiap bulannya penduduk bertambah 2.000 

jiwa. Pertumbuhan penduduk juga diikuti  

dengan meningkatnya daya beli kendaraan  

bermotor  dan  terhitung  sejak  akhir  ta-

hun 2011 hingga akhir tahun 2013 jumlah 

kendaraan di Kota Samarinda melalui data 

yang diperoleh dari Sistem Administrasi Ma-

nunggal Satu Atap (SAMSAT) sudah me-

nyentuh angka 220.400 unit dengan rata-

rata penambahan unit baru sebesar 55.300 

unit kendaraan pertahunnya. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Data besarnya  kuota BBM bersubsidi  

di Kota Samarinda  pada Tabel 1.1 menun-
jukkan  bahwa terjadi peningkatan yang 
cukup besar pada tahun 2011 ke 2012 juga 
tahun 2012   ke tahun 2013. Ini berarti terjadi 
peniningkatan  pula pada jumlah konsumsi-
nya  di setiap tahun. Penentuan  jumlah kuo-
ta BBM Bersubsidi  untuk setiap  Provinsi  di 
Indonesia  pada dasar-nya  besarannya diten-
tukan Oleh BPH Migas setiap awal tahun 
yang didasarkan pada laporan penggunaan 
atau realisasi konsumsi di tahun sebelumnya 
yang juga diolah dengan menghi-tung elemen 
lainnya terkait hal produksi  Migas seperti 
faktor harga minyak mentah, berapa ting-
ginya inflasi,kurs dollar, produksi minyak   
mentah dalam negeri, jumlah kendaraan ber-
mo-tor, juga jumlah penduduk yang tergolong 
seba-gai sasaran kebijakan. 

Dari penjabaran diatas, pemasalahan 
yang terjadi di Samarinda sangatlah kom-
pleks dan membutuhkan penanganan se-
cepatnya.  Sampai  saat ini kenyataannya 
dilapangan eksistensi atas manfaat sebuah 
kebijakan dalam meng-intervensi masalah di 
lapangan melalui proses implement-tasi  oleh 
BPH Migas menjadi dipertanyakan. Ke-
langkaan BBM di Samarinda menjadi sebuah 
pertanyaan besar untuk BPH Migas, apakah  
proses  implementasi  sudah  dijalankan  
dengan benar dan apakah keadilan dalam 
pembagian kuota dan jaminan kelancaran dis-
tribusi melalui sistem pengawasannya hingga 
ke titik akhir untuk menjamin ketersediaan 
BBM sudah dipenuhi oleh BPH Migas. 

Secara konseptual,  pada konteks  

kajian policy atau ilmu kebijakan,  permasa-

lahan  yang dihadapi oleh BPH migas adalah 

persoalan implementasi kebijakan.Dengan 

berdasar pada per- nyataan DeLeon ketika 

suatu kebijakan yang dibuat tidak sesuai 

dengan apa yang didapatkan,  pada saat itu-

lah  muncul  keinginan  untuk me-lakukan 

studi implementasi.  

Dengan begitu patutlah kemudian   im-

ple-menttasi   kebijakan   BPH  Migas  yang 

selama ini dilaksanakan untuk dianalisa 

dengan meng- gunakan pendekatan dan teori 

yang terkait dengan implementasi kebijakan 
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dengan tujuan mengetahui penyebab  tidak  

tercapainya  keter- sediaan  BBM bersubsidi 

di Kota Samarinda. 

Seperti  diketahui  bahwa  system 

peme-rintahan di Indonesia saat ini yang 

meng-gunakan sistem desentralisasi  secara 

tidak langsung  menciptakan  iklim birokrasi  

yang  juga  semakin  kompleks.  Menurut 

Edward III kebijakan  yang dibuat ber-

dasarkan  rational choice atau pilihan rasion-

al yang kemudian di implementasikan pada 

latar belakang budaya dan lingkungan yang 

berbeda dapat memicu interpretasi lain atas  

kebijakan  yang  sedikit  banyak  terpenga-

ruh lingkungan dan budaya lokal seperti 

tingkat kematangan kedewasaaan, komitmen 

atas tanggung jawab hingga kebiasaan 

masyarakat yang berlaku di daerah. 

Secara umum menurut DeLeon bahwa 

dalam studi implementasi   terdapat  aksi  

atau  tindakan  yang fokus melihat apa 

yang sedang terjadi juga fokus untuk 

mempengaruhi  apa yang sedang terjadi.  

Dan sayangnya tujuan yang diharapkan dari 

proses implementasi  kebijakan oleh BPH 

Migas ternyata tidak seperti apa yang di-

harapkan dan menurut seorang pengamat   

kebijakan   publik   Agus   Pambagio kinerja 

BPH Migas selama ini menurutnya masih 

tidak efektif dalam menjalankan tugas-

tugasnya.Untuk membuktikan  hal  itu  im-

plementasi  kebijakan  tersebut perlu  dia-

mati  secara  cermat  untuk  kemudian   

dinilai seperti yang disebut oleh Michael Hill 

dan Peter Hupe dengan Making judgments 

about implementation. 
Penelitian ini kemudian menjadi pent-

ing dilakukan  karena selain intensitas ke-
langkaan  dan data konsumsi BBM bersub-
sidi di Kota Samarinda yang semakin  tinggi  
seperti  dijelaskan  sebelumnya,  penulis ju-
ga melihat data penelitian terdahulu yang 
diteliti oleh Togar Simatupang dan dalam 
penelitian tersebut dinyatakan bahwa Indo-
nesia sedang mengalami krisis BBM. Hal ini 
kemudian dipertegas oleh Pertamina dan 
Kurtubi seorang pengamat perminyakan In-
donesia yang menegaskan    bahwa    ca-
dangan    minyak    mentah    diIndo-nesia  
hanya  bertahan  hingga  sepuluh  tahun  
lagi. 

Dengan fakta demikian perlu dibuat 
kebijakan yang mampu mengendalikan 
penggu-naan BBM dan sistem implementasi 

efektif agar persediaan yang ada dapat dini-
kmati lebih lama tanpa harus membeli BBM 
impor. Dengan sistem pemerintahan  yang 
ada saat ini dan proses  perumusan ke-
bijakan  tentang  kegiatan  hilir Migas yang 
melibatkan  Badan  usaha  dan  juga pemang 
ku kepentingan sebagai pemberi sumbangan 
informasi untuk mempertimbangkan kepu-
tusan  tentu saja   secara   logis   ini   sudah   
benar, namun   ketika kebijakan  dianggap  
sudah  benar dan hasil yang diharapkan  
tidak kunjung  tercapai  maka tentu saja 
ada sesuatu yang perlu di lihat pada proses 
implementasinya. Seperti yang diungkapkan 
oleh DeLeon bahwa ketika tujuan kebijakan 
yang diinginkan dalam kebijakan tidak 
tercapai maka pada saat itulah muncul 
keinginan untuk melakukan suatu studi 
terkait implementasinya. 

 

Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar-belakang masalah  me-

ngenai fenomena kelangkaan  Bahan  Bakar 

Mi-nyak bersubsidi yang terjadi di Kota Sa-

marinda  maka penulis  menarik sebuah ru-

musan permasalahan melalui pertanyaan 

penelitian yaitu “Sejauhmana efektifitas im-

plementasi kebijakan  BPH Migas dalam  

menjamin  ketersediaan Bahan Bakar Min-

yak bersubsidi di Kota Samarinda ? 

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendes-

kripsikan sejauhmana efektifitas   implemen-

tasi   kebijakan   dalam menjamin ketersedi-

aan BBM bersubsidi seperti yang diamanat-

kan dalam Tahun 2001 tentang Minyak dan 

Gas bumi   tentang Minyak dan Gas bumi 

khususnya  dampak  yang dirasa-kan  di Kota 

Samarinda. Dengan melakukan peng-

amatan,  analisa data penelitian ini  dapat  

menjelaskan  faktor-faktor  yang  mendukung 

dan menghambat implementasi kebijakan 

BPH Migas Sehingga dapat memberikan pem-

ahaman lebih lanjut mengenai ilmu-ilmu ke-

bijakan untuk kepentingan publik,Dan ber-

dasar pada theorytical problem penelitian, di 

dalamnya akan mem-perkaya wawasan teori 

dan pemahaman kebijak-an beserta implemen-

tasinya di Indonesia khusus-nya implementasi  

kebijakan  pada kegiatan usaha hilir Migas. 
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Tinjauan Pustaka 

 

Pada penelitian ini model implementasi yang 

digunakan adalah Model implementasi  

Mazmanian  dan Sabatier, dengan model 

yang mereka tawarkan A Framework  for 

Policy Implementation  Analysis. Kedua ahli 

kebijakan ini berpendapat bahwa peran 

penting dari implementasi kebijakan publik 

adalah kemampuannya dalam mengidentifi-

kasikan gejala atau faktor-faktor yang 

mempengaruhi   tercapainya  tujuan formal  

pada keseluruhan proses implementasi. Dan 

gejala atau faktor- faktor yang dimaksud 

dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga)  kate-

gori  besar,  yaitu: 

 

1).  Gejala   atau   faktor   Independen:   Mu-

dah-tidaknya masalah dikendalikan  yang 

berkena-an dengan indikator masalah teori 

dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, 

dan perubahan  seperti apa yang 

dikehendaki   

 

2). Gejala atau faktor  Intervening:  Di-

artikan  sebagai  kemampuan kebijakan un-

tuk menstrukturkan proses implementasi 

dengan indikator kejelasan dan konsistensi 

tujuan, dipergunakannya  teori kausal, 

ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan 

hirarkis di antara lembaga pelaksana, 

aturan  pelaksana  dari  lembaga  pelaksana,  

dan perekrutan   pejabat   pelaksana   yang   

memiliki keterbukaan kepada pihak luar, 

gejala atau faktor di luar kebijakan   yang   

mempengaruhi   proses   implementasi yang 

berkenaan dengan indikator kondisi sosio-

ekonomi dan teknologi, dukungan publi, si-

kap dan risorsis konstituen, dukungan pe-

jabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan 

kualitas kepe-mimpinan dari pejabat 

pelaksana.    

 

3).   Gejala   atau   faktor   Dependen:   Yaitu 

ta-hapan dalam proses implementasi ke-

bijakan publik dengan lima tahapan, yang 

terdiri dari: pertama,pemahaman dari lem-

baga/badan pelak- sana dalam bentuk 

disusunnya kebijakan pelak-sana. Kedua, 

kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-

empat, penerimaan  atas hasil nyata. Tera-

khir, kelima,  tahapan yang mengarah  pada 

revisi atas kebijakan  yang dibuat dan  di-

laksanakan,  baik  sebagian  maupun  kese-

luruhan kebijakan yang bersifat mendasar. 

 

Hambatan Implementasi Kebijakan 
 

Menurut  Michael  Hill dan Peter Hupe, 
secara makro dengan melihat karakteristik 
dari sistem pemerintahannya akan lebih mu-
dah memahami kesulitan yang akan 
dihadapi pada saat implementasi. Pada 
proses implementasi  terdapat struktur atau 
lapisan suatu   pemerintahan,   lapisan   ini   
yang   disebut   oleh mereka sebagai Layers 
and Levels in implementation process. Ini 
merupakan  pandangan  yang penting  untuk 
melihat   struktur   penerapan   kebijakan 
dalam   suatu negara  yang  mengguna-kan 
sistem desentralisasi,  Hill dan Hupe mem-
iliki sebuah persepsi pada pemerintahan 
era modern saat ini yang menurut mereka 
memiliki karakteristik  yang  kompleks,  ciri-
cirinya  adalah terjadinya  peristiwa  dimana  
implementasi  pada lapisan low-level masih 
selalu ditoleransi dan pihak yang berada di  
pusat   cukup   senang   dengan   hanya   
mengirimkan delegasi kepada implementor 
lokal dan membiarkan implementor  lokal 
berlaku sesukanya sepanjang waktu, dan 
pastinya hal tersebut tidak akan mampu 
menjadikan suatu   mandat   politis   dari   
sebuah   kebijakan   untuk mencapai tu-juan 
sosial yang baru atau  yang  disebut mereka 
dengan new social goal 

Kesulitan dalam pelaksanaan imple-

mentasi kebijakan  juga  berkaitan  dengan  

tipe atau  jenis kebijakan  yang  akan  di  

implementasikan. Pengelompokan   jenis-

jenis   kebijakan   dibuat   sebagai salah satu 

pintu masuk dalam analisis kebijakan pub-

lik, khususnya bagi studi implementasi. Ka-

rena bagi studi implementasi   pengelompok-

an kebijakan ini berguna untuk membantu 

pemahaman tingkat kesulitan implementasi 

kebijakan. Dari tipologi kebijakan menurut  

George C Edwards  terbagi menjadi  tujuh 

jenis kebijakan. Dan berikut adalah tipe   

kebijakan menurut Edward III: 

 

1. New  Policies  (Kebijakan  Baru):  ke-

bijakan  yang  baru saja di sahkan 

atau bahkan yang belum pernah dil-
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aksanakan sebelumnya; 

 

2. Decentralized Policies  (Kebijakan  

De-sentralisasi):kebijakan yang dibu-

at oleh Pemerintah Pusat tetapi peng-

implementasiannya oleh Pemerintah 

Daerah. Hambatan  pada  kebijakan  

tipe  ini  adalah  pemahaman dan ke-

siapan daerah yang berbeda-beda me-

nyebabkan hasil  dan  tujuan  utama  

kebijakan  yang  ada  menjadi tidak 

sama dengan harapan Pemerintah 

Pusat; 

 

3. Controversial Policies (Kebijakan 

Kontro-versial): kebijakan yang rent-

an menim-bulkan polemik karena 

mengandung kon-ten yang saling 

bertentangan. Pada kebijakan seperti 

ini hambatan akan mudah  muncul 

karena sarat akan adanya  perten-

tangan yang terjadi antara pihak-

pihak yang terkait kebijakan baik itu 

target kebijakan  dengan  pembuat  

kebijakan  atau antara pembuat ke-

bijakan itu sendiri; 

 

4. Complex Policies  (Kebijakan  Kom-

pleks):   kebijakan yang di dalamnya 

terdapat berbagai aspek sekaligus. 

Hambatan pada tipe kebijakan ini   

akan dengan mudah muncul  karena  

melibatkan  banyak  hal,  lintas  

sektoral dan lintas disiplin. Dengan 

begitu kebijakan  seperti ini menjadi 

sulit   diterapkan    karena   harus 

melibatkan banyak pihak dan rentan 

terjadi konflik dalam proses internal; 

 

5. Crisis Policies (Kebijakan Krisis): ke-

bijakan ini dibuat dalam rangka  

mengatasi masalah yang butuh pe-

nanganan  segera. Penerapan ke-

bijakan tipe ini memiliki tingkat  

hambatan  yang  cukup  tinggi dikare-

nakan sebelumnya, kebijak-an  ini  si-

fatnya mendadak dan tidak di-

rencanakan secara baik dan terorgan-

isir; 

 

6. Judicial Policies (Kebijakan  

Yudisial):  kebijakan  yang mengan-

dung adanya sanksi hukum bagi yang 

melanggarnya. Pada kebijakan tipe ini 

kesulitan saat implementasinya terjadi 

karena melibatkan banyak sektor yang 

berlainan  fungsi dan kewenangan,  

dengan begitu   antara   sektor   yang   

satu   dengan   yang   lain terkadang 

menciptakan kondisi yang rawan ter-

jadi overlaping atau bahkan lepas tan-

gan karena aturan yang biasanya tid-

ak jelas dalam kebijakan tersebut; 

 

7. Combination of characteristics  (Ke-

bijakan Kombinasi): kebijakan yang  

mengan-dung beragam karakter ke-

bijak-an. Kebijakan tipe ini memiliki 

beberapa karakteristik  sekaligus,  

dengan  begitu  hambatan yang akan 

muncul  pada   saat   implementasi 

lebih tinggi daripada  proses imple-

mentasi  kebijakan  yang ber-karakter 

tunggal. 

 

Efektivitas Implementasi 

 

Dalam suatu kegiatan yang bertujuan 

menilai efektifitas, ada beragam model yang 

ditawarkan. Namun penulis melihat ada mod-

el teori yang dapat dikatakan relevan untuk 

penelitian ini dalam menilai efektifitas im-

plementasi kebijakan yakni teori efektifitas 

yang dikembangkan oleh Goggin, dan kawan-

kawan. 

Hasil ramuan sejumlah kriteria yang di-

kemukakan   oleh   Goggin,   dan   kawan-

kawan   yang dapat dijadikan sebagai indi-

kator nilai efektifitas, yaitu: 1) Prosedur 

(Compliance), adalah semua aktifitas imple-

mentasi yang dijalankan oleh implementor 

(Pelaksana) sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang dinyatakan  secara  tegas dan 

autoritatif  dalam  petunjuk pelaksana dan 

petunjuk teknis; 2) Tujuan/hasil  (Result) yai-

tu  menyangkut  tujuan  dan  persoalan  dasar 

(Substansial) yang hendak dipecahkan     me-

lalui kebijakan  (Problem  solving oriented);  3) 

Perlu  adanya tindakan-tindakan   peman-

tauan   (Monitoring)   dan Evaluasi sebagai 

upaya untuk memantau secara berkala agar 

efektifitas  berjalan  tidak menyimpang  dari 
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tujuan yang telah digariskan,  karena dari 

situ dapat dilakukan perbaikan-perbaikan  

sesegera mungkin. 

Berangkat dari teori tersebut suatu 

proses implementasi kebijakan dinilai efektif 

apabila; 1) semua aksi implementasi atau 

penerapan kebijakan sesuai dengan ketentu-

an pelaksanaan kebijakan; 2) berkaitan 

dengan  hasil  kebijakan,   apakah  hasil  

sesuai  dengan harapan atau malah se-

baliknya; 3) terkait monitoring implementasi 

kebijakan, dalam hal ini implementasi ke-

bijakan secara  terus menerus  dipantau,  

dengan demikian  semakin sedikit laporan 

yang bernilai negatif pada saat pengimple-

mentasian  maka semakin baik pulanilai  

kebijakan  tersebut. 

Singkatnya  efektifitas dapat diartikan  

sebagai  sebutan  bagi  hasil  atau  nilai pen-

capaian suatu pelaksanaan program atau ke-

bijakan melalui; 1) sinkronisasi antara kes-

esuaian proses dan; 2) sinkronisasi hasil 

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebe-

lumnya. Suatu tindakan  usaha atau 

kegiatan  dapat dikatakan efektif apabila 

usaha atau kegiatan yang dilakukan   terse-

but telah sesuai dengan apa yang menjadi 

ketentuan dan berhasil mencapai tujuannya. 

 

Kegiatan Usaha Hilir Migas 

 

Dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas bumi, Pasal 1 Butir 10, 

Kegiatan  Usaha Hilir Migas berintikan atau 

bertumpu pada; 1) Pengolahan kegiatan 

memurnikan, memperoleh bagian-bagian, 

mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai 

tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, 

tetapi tidak termasuk pengolahan   lapangan;   

2)   Pengangkutan yang didalamnya merupa-

kan kegiatan pe-mindahan Minyak Bumi, 

Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari 

Wilayah Kerja  atau  dari tempat  penam-

pungan  dan Pengolahan, termasuk  

pengangkutan  Gas  Bumi  melalui  pipa 

transmisi dan distribusi;  3)  Penyimpanan  

yang didalamnya  berisikan  kegiatan  pen-

erimaan, pengumpulan,  penampungan,  dan 

pengeluaran  Minyak Bumi  dan/atau  Gas  

Bumi;  dan  4) Niaga  yang merupakan    

kegiatan   pembelian,    penjualan, ekspor, 

impor Minyak Bumi dan/atau hasil 

olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi me-

lalui pipa. 

Dalam PP No.36 Tahun 2004 tentang 

kegiatan usaha hilir Migas, memberikan  

tang gung jawab kepada BPH Migas selaku 

Badan Pengatur untuk melaksanakan 

pengaturan, pe-netapan dan pengawasan atas 

kegiatan penyediaan dan pendistribusian 

BBM dan pengangkutan Gas   Bumi   melalui   

pipa   yang   diselenggarakan   oleh Badan 

Usaha yang mendapat  Izin Usaha dari 

Menteri. Dengan berpedoman pada idealisme 

yang tertulis di UU, BPH Migas memiliki 

peranan dan tanggung jawab yang besar. Se-

bagai satu-satunya Badan yang bertugas 

melaksanakan pengaturan, penetapan dan 

pengawasan kegiatan hilir Migas.  

Melalui Keputusan Presiden No.86 

tahun 2000 BPH  Migas  dibuat  untuk  men-

jadi  „agen‟ atau   „implementor   yang   bisa   

mengkonversi   tujuan tertulis menjadi nyata 

melalui aksi-aksinya. BPH Migas menya-

takan  bahwa visinya adalah terwujudnya 

penyediaan dan pendistribusian BBM di se-

luruh  wilayah  Indonesia  dan  meningkatnya 

pemanfaatan  Gas Bumi di dalam negeri me-

lalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan 

transparan bagi sebesar-besar  kemakmuran  

rakyat, dan untuk mencapai visi tersebut 

BPH Migas memiliki  misi khusus dengan 

melakukan  pengaturan  dan  pengawasan  

secara independen  dan  transparan  atas  

pelaksanaan  kegiatan usaha    penyediaan 

dan    pendistribusian    BBM    dan pening-

katan pemanfaatan Gas Bumi di dalam 

negeri. 
 

BBM  Bersubsidi 

 

Dalam APBN Indonesia, belanja subsidi 

negara terdiri dari subsidi energi dan subsidi 

non-energi yang  masing-masing   terdiri  dari;  

a)  Subsidi  Energi: Bahan   Bakar   Minyak   

(BBM),   Bahan   Bakar   Nabati (BBN), LPG 

tabung 3 kg, LGV dan Subsidi Listrik. 

Kemudian subsidi Non-Energi  yang dian-

taranya  adalah: 1) Subsidi Pertanian, terdiri 

dari: a) Subsidi Pangan; b) Subsidi  Benih,  

dan  c)  Subsidi  Pupuk.  Kemudian  2) Subsidi 

Bunga Kredit Program; 3) Public Service Obli-

gation (PSO); 4) Subsidi Pajak/DTP; dan 5) 

Subsidi Lainnya. 
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Rumusan  subsidi  BBM  dalam  Pera-

turan Presiden   No.71   tahun   2005  adalah   

dengan   formula volume BBM dikalikan 

dengan hasil dari harga patokan BBM  yang 

dikurangi  harga  jual BBM.  Harga  patokan 

BBM tertentu adalah harga yang ditetapkan 

berdasarkan harga  MOPS  rata-rata  setiap  

bulan  sebelumnya ditambah   biaya   distri-

busi   dan   margin.   Jadi   margin adalah ke-

untungan yang diberikan kepada Badan 

Usaha yang diberi penugasan  untuk menya-

lurkan  BBM PSO. Penentuan  besarnya  

biaya  distribusi  dan  margin,  yang biasa 

disebut dengan biaya alpha itu ditentukan 

oleh DPR–RI. Kalau  biaya  alpha  ini  besar,  

maka  subsidi BBM  akan  besar  pula.  

Melalui  Peraturan  Pemerintah Repub-

lik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang 

kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi 

Pasal 4 Huruf (i) : Yang dimaksud dengan 

jenis Bahan Bakar Minyak jenis tertentu dan 

yang termasuk dalam belanja subsidi energi  

antara  lain  Bensin,  Minyak  Solar  dan  

Minyak Tanah dan/ atau Bahan Bakar Min-

yak jenis lain.   

Di Indonesia seperti yang tertera dalam 

APBN, Pemerintah memberikan   subsidi  

energi  untuk  penggunaan   BBM jenis  ter-

tentu.  Namun  semenjak   tahun  2012  sub-

sidi BBM jenis tertentu ini kemudian lebih 

dikhususkan peruntukannya. Pada BBM 

Jenis Tertentu terdiri atas Minyak Tanah 

(Kerosene),  Bensin (Gasoline)  RON 88 dan 

Minyak Solar (Gas Oil) atau dengan nama 

lain yang sejenis dengan standar dan mutu 

(spesifikasi) yang ditetapkan oleh   Menteri   

Energi   dan   Sumber   Daya Mineral. 

 
 

Metodologi Penelitian 

Pendekatan Penelitian 
 

Penelitian ini akan menggunakan 
pendekatan kualitatif,  yaitu  penelitian  
yang  bertujuan  untuk memahami  fenome-
na  sosial  tentang  apa yang dialami oleh 
subjek penelitian. Peneli-tian ini dilakukan 
menggunakan desain peneli-tian deskriptif. 
Penelitian deskriptif bertujuan     untuk 
mendeskripsikan atau menjelaskan suatu 
hal seperti apa adanya. 

 

Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kali-

mantan Timur tepatnya Kota Samarinda. 

Namun proses pengumpulan  data penelitian  

juga berlangsung  di beberapa   tempat   ber-

beda   diantaranya;   Kantor   BPH Migas di 

Kota Jakarta dan Kantor PT.Pertamina  RU 

V di Kota  Balikpapan.  Dan  ruang  lingkup  

penelitian  ini terbatas pada analisa imple-

mentasi yang dilakukan BPH Migas dalam 

menjamin ketersediaan BBM bersubsidi di 

Samarinda. 

 

Jangka Waktu Penelitian 

 

Titik  awal  penelitian  ini  adalah  

pada  tahun 2011 saat terjadi pergantian ke-

pengurusan komite dalam BPH Migas periode 

2011-2015. Sedangkan titik akhir penelitian 

ini adalah tahun 2013 yang mana memiliki 

jangka waktu setahun dari penandatangan 

MoU penambahan   kuota dan pengawasan 

pendistribusian BBM Bersubsidi antara BPH 

Migas dengan empat gubernur se-Kalimantan  

termasuk Kalimantan Timur di tahun 2012. 

Alasan  pemilihan  waktu  penelitian  adalah 

didasari  pada faktor pergantian  kepemimpi-

nan  di BPH Migas pada tahun 2011 dan ber-

tepatan dengan meningkatnya   kasus   ke-

langkaan   beserta penyalahgunaan BBM ber-

subsidi di Kota Samarinda dan kembali mun-

culnya kelangkaan BBM bersubsidi di awal 

tahun 2013 setelah sempat mereda di akhir 

tahun 2012. 

 

Metode Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data primer dilakukan 

dengan menggunakan  metode: 1). Observa-

si:  Dalam penelitian ini  metode  observasi  

yang  dimaksudkan  adalah melakukan 

pengamatan langsung terhadap obyek terkait 

dalam  penelitian,  terutama  yang  

menyangkut  aktivitas dari obyek penelitian 

ataupun hal lain yang berkaitan dengan 

tujuan penelitian. 2.) Wawancara: Dalam 

melaku kan wawancara menggunakan dua 

model wawancara, yakni wawancara ter-

struktur (structured interview)  dan wa-

wancara  tak terstruktur (unstructured inter-

view). Pe- ngumpulan  data  sekunder  di-
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peroleh  dari data tertulis seperti Buku, 

jurnal ilmiah, surat kabar, dan berita  dari  

situs-situs  berita  di internet,  juga  doku-

men resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah 

dan atau lembaga/instansi terkait yang 

berhubungan dengan permasalahan yang 

diteliti. 

 

Teknik Analisis 

 

Sebagai langkah awal untuk 

menganalisa  data, setelah   diperoleh   data   

yang   dibutuhkan   selanjutnya diolah 

menggunakan teknik analisa   data kuali-

tatif dengan jalan mengabstraksikan secara 

cermat setiap informasi yang diperoleh. Ab-

straksi merupakan usaha membuat rang-

kuman yang inti, proses, dan pernyataan- 

per-nyataan yang perlu dijaga sehingga 

tetap berada di dalamnya. Menurut 

Markauskait analisa ini mampu mem-

berikan pemahaman yang utuh dan men-

dalam terhadap interaksi atau konsep-

konsep yang diteliti.  

Sehubungan   penelitian   ini   akan   

menjawab permasalahan yang berkenaan 

dengan implementasi kebijakan, faktor-

faktor yang melatarbelakangi dan memeta-

kan realitas problematis yang ada, maka 

analisa yang   bersifat   des-kriptif   kuali-

tatif   segera   dilakukan setelah melakukan 

wawancara, dan pengumpulan data primer  

lainnya  maupun  data  sekunder  seca-ra 

lengkap dan telah melalui proses reduksi 

data. 

Langkah  yang dilakukan  adalah 

menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-

satuan ini dikategorisasikan pada langkah 

berikutnya. Kategori- kategori  itu  dibuat  

sambil  melakukan  koding.  Tahap akhir  

dari  analisis  data  ini  ialah  mengadakan 

pemeriksaan  keabsahan  data setelah itu 

mulailah tahap penafsiran data dalam  me-

ngolah  hasil  sementara menjadi teori sub-

stantif dengan menggunakan metode yang 

dikembangkan oleh Patton. 

Penggunaan metode ini adalah 

didasari pada keragaman pola yang terjadi di 

lapangan ,dan agar memperoleh   informasi   

yang   dalam   dengan permasalahan secara 

konseptual harus menggunakan uraian  yang 

sistematis  berdasarkan  tiap-tiap  pola yang 

ada  dalam  data  temuan  selama  penelitian.  

Selain  itu untuk mencermati kaitan antara 

interaksi data yang satu dengan  yang  lain  

sebelum  di padukan  dengan  kriteria analisa 

yang digunakan dalam menjawab pertanyaan 

penelitian. 

Setelah hasil analisa diperoleh, hasil 

tersebut kemudian  disusun  secara  sistematis  

lalu  tahap selanjutnya adalah menilai sejau-

hmana efektifitas implementasi  kebijakan  

BPH  Migas.  Penilaian efektifitas  ini  akan  

berdasarkan  pada  kesesuaian prosedur da-

lam proses implementasi kebijakan dan juga 

kesesuaian terhadap hasil di lapangan yang 

diakibatkan oleh  pengaruh   intervensi   im-

plementasi   BPH  Migas. Kedua penilaian ini 

akan menggunakan alat yang dipilih pada 

landasan teori yang sudah di jabarkan sebe-

lumnya pada kerangka konseptual untuk me-

nyimpulkan keseluruhan hasil pene-litian. 

 

Pembahasan dan Hasil 

 

Pembahasan   melalui   analisa   yang   

pertama adalah  terkait  tipe  kebijakan  yang  

diimplementasikan. Tipe kebijakan yang ada 

dalam kegiatan hilir Migas termasuk kategori 

tipe kebijakan desentralisasi dan kebijakan  

kompleks.  Hal ini didasari  oleh output yang 

di hasilkan dari kebijakan Pemerintah pusat 

dalam merancang kebijakannya. 

Sistem desentralisasi  yang  digunakan 

pe-merintah  saat  ini  cenderung  menge-

depankan penyerahan tanggung jawab pada 

pelaksana lokal dan peningkatan  efisiensi.  

Dengan  begitu  setiap  kebijakan yang  si-

fatnya  umum  dari  pemerintah  pusat  di 

delegasikan kepada we-wenang administrasi 

daerah. Dan dikatakan sebagai kebijakan 

yang kompleks. kompleks ini dicirikan dengan 

adanya interaksi antar instansi   yang   lintas   

sektoral   dan   disiplin   berbeda sehingga  

cenderung  rawan  konflik  antar  instansi  dan 

juga bentrok kepentingan yang didasari porsi 

wewenang yang saling tumpang tindih. 

Tipe kebijakan desentralisasi yang dim-

ple-mentasikan  oleh BPH Migas  dianggap  

menjadi sulit  terlaksana  dengan  benar.  

Anggapan  ini  muncul ketika pada kenyataan 

di lapangan banyak laporan yang membuk-



 

 

 

 

Jejaring Administrasi Publik. Th V. Nomor 2, Juli-Desember 2013 

 

394 

 

tikan  bahwa pada proses pelaksanaannya 

tidak sesuai dengan harapan dan beberapa 

prosedurnya selain itu juga secara teoritis 

kebijakan ini rawan terjadi misinterpretation 

atau kesalahan dalam penginterpretasi-

annya. 

Padasistem pemerintahan  yang desen-

tra-lisasi, kebijakan-kebijakan yang sifatnya  

desen-tralisasi dilakukan dengan harapan 

agar terjadi efisiensi dana, efisiensi tenaga 

kerja dengan penggunaan  sumber daya lokal  

serta  pendewasaan  sistem  politik  dan 

pemerintahan daerah. Namun pada kebijakan 

yang di implementasikan oleh BPH Migas 

tampaknya tidak semuanya bisa menciptakan 

tujuan dari kebijakan desentralisasi ini.  

Pada program-program kebijakan yang 

di-laksanakan  di tingkat daerah, implemen-

tasi  kebijakan BPH  Migas   cenderung   tid-

ak   dapat   berbuat   banyak karena adanya 

nilai-nilai atau „budaya‟ lokal atau kebiasaan 

yang kurang baik seperti kolusi hingga nepo-

tisme, juga sifat malas dan belum matang 

secara pribadi  manusiawi  dan  kemampuan  

kerja  yang terkadang menghambat atau 

bahkan menggagalkan arah dan tujuan 

diimplementasikannya  kebijakan. 

Hambatan yang paling sering dirasa-

kan pada proses  implementasi  kebijakan  

yang  sifatnya desentralisasi  adalah terkait 

komitmen pelaksanaan petugas di lapangan 

dan sumber daya manusia maupun non 

manusianya. Pada pelaksanaan implementasi 

di lapangan atas kebijakan desentralisasi 

memungkinkan petugas  lokal  di daerah  

terkadang  memiliki  cara  pikir yang berbeda 

dengan apa yang sudah di tetapkan dalam 

peraturan yang ada . Dengan anjuran yang 

ada dalam SOP Badan Usaha akan berpikir 

untuk lebih mencari jalan aman, dengan  

menunda  pengiriman  BBM  ke  SPBU  

hingga waktu tertentu dengan harapan 

persediaan di tempat penyimpanan BBM 

cukup untuk kebutuhan   selama waktu  

yang  di  tentukan  oleh  BPH  Migas.  Ka-

rena selain adanya kewajiban untuk menjaga 

persediaan di Kilang Minyak dan depo, Badan 

Usaha juga diwajibkan menanggung semua 

beban biaya atas tindakan penanggulangan 

kelangkaan yang mana juga menelan biaya 

tidak sedikit. 

Selain itu proses untuk menggunakan  

fasilitas penunjang  dalam  kondisi  ketika  

Badan  Usaha kekurangan fasilitas seperti 

truk pengangkut, sistem perekrutan yang ada 

cukup rumit karena perusahaan penyalur  

swasta  harus  „berurusan‟  dengan  anak pe-

rusahaan  dari Badan  Usaha  penyalur  sebe-

lum  dapat izn  untuk  menyalurkan   BBM  

ke  SPBU  dari  Badan Usaha   yang   juga   

diharuskan   melapor   kepada   BPH Migas. 

Dari sistem yang cenderung terkesan monop-

oli oleh Badan Usaha tersebut akibat yang 

muncul akan menghambat   efisiensi  waktu  

dalam  mengatasi kelangkaan yang semakin 

sering.  

Hambatan lain dalam implementasi ke-

bijakan yang sifatnya desentralisasi ini salah 

satunya pada pelaksanaan  penyaluran  BBM  

bersubsidi,  pihak kepolisian Samarinda 

seringkali menemukan adanya dugaan  pelang 

garan  oleh  oknum  penyalur  yang membawa  

BBM  bersubsidi,  pelanggaran  ini dilakukan 

dengan rapi oleh oknum pihak penyalur 

dengan cara mengganti  nomor  identitas  

penanda  kendaraan pengangkut BBM ber-

subsidi beserta perangkat administrrasi lain 

yang ada pada kendaraan pengangkut. 

Jadi secara  umum  faktor  yang  

mempe-ngaruhi efektifitas  implementasi  ke-

bijakan  BPH Migas melalui tipe kebijakan 

yang sifatnya desentralisasi ini mengarah pa-

da minimnya  konsistensi  komitmen  pelaku 

di daerah atas  pedoman  pelaksanaan  karena  

pengaruh  „budaya‟ lokal yang cenderung be-

lum „dewasa‟. Kemudian   beralih   kepada   

potensi   hambatan yang  akan  ditimbulkan  

oleh  tipe  kebijakan  kompleks yang  juga  

akan  di  implementasikan  oleh  BPH  Migas 

dalam mengemban  tanggung  jawab yang di 

amanatkan oleh UU. Tipe kebijakan kompleks 

ini dicirikan dengan adanya interaksi antar 

instansi yang lintas sektoral dan disiplin   ber-

beda   sehingga   cenderung   rawan   konflik 

antar instansi dan juga bentrok kepen-tingan   

yang didasari  porsi  wewenang  yang  saling  

tumpang  tindih. 

Pada tipe kebijakan kompleks yang 

dimple mentasikan  BPH Migas diantaranya 

seperti pada saat  BPH  Migas  membutuhkan  

informasi  terkait kebutuhan  untuk  me-

nyusun  rencana  penetapan  kuota dan 



 

 

 

 

Jejaring Administrasi Publik. Th V. Nomor 2, Juli-Desember 2013 

 

395 

 

pendistribusiannya dan juga program-

progam pengawasan   distribusi   reguler   

dan   CAPULBAKET secara mendadak  yang 

melibatkan  BPH Migas dengan instansi 

lainnya. Pada awalnya tujuan dari dipadupa-

dankannya lintas instansi ini adalah untuk 

memperkaya sumber daya pelaksana di 

lapangan dan terkait sumber informasi dari 

berbagai instansi yang nantinya  dapat  

membantu  kelancaran  implementasi  di 

daerah.   

Namun  dalam pelaksanaanya tidak ja-

rang muncul beberapa masalah yang malah 

menghambat kelancaran implementasi di 

lapangan. Hambatan yang terjadi  saat  

pelaksanaan   implementasi   salah  satunya 

ketika  ada  beberapa  instansi  yang  diang-

gap  „tertutup‟ atas  data-data  informasi  

yang  dibutuhkan  BPH  Migas dan berbeda 

dengan instansi lainnya sehingga terkadang 

informasi yang diberikan menjadi rancu dan 

tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

BPH Migas. 

Hal  tersebut seperti dicontohkan  keti-

ka  data yang dibutuhkan BPH Migas dari 

instansi Pemerintah Daerah tentang jumlah 

kebutuhan BBM bersubsidi, jumlah ken-

daraan, pertumbuhan penduduk berbeda 

dengan data yang dikeluarkan oleh Badan 

Usaha, begitu juga ketika Badan  Usaha  

menerima  data  informasi  yang  berbeda 

dari  BPH  Migas  dan  Pemerin-tah  Pusat.   

Dari permasalahan  tersebut muncul  

permasalahan lain, yakni adanya kondisi di-

mana para aktor terkait saling menyalahkan 

dan   fokus masalah  yang terjadi di lapangan 

sema-kin terbengkalai. Selain itu masalah 

yang muncul dalam implementasi kebijakan 

kompleks ini adalah ketika beberapa instansi 

dalam satuan gabungan sedang menjalankan 

program penga-wasan reguler maupun 

CAPULBAKET   secara  mendadak  di  dae-

rah  tertentu. 

Pada saat ditemukannya  aksi penyalah 

gunaan oleh oknum SPBU atau  penyalur,   

maka   terkadang ada tumpang tindih 

kewenangan antara aparat kepolisian dengan 

Badan Usaha. Anggapan dari tiap instansi ini 

menjadi berbenturan karena di satu sisi 

menyalahi hukum namun disisi lain dibutuh-

kan karena terbatas-nya fasilitas   sehingga   

sifatnya   masih   dapat   di tolerir dengan 

tetap memberi sanksi yang ringan. Jadi   da-

lam   pelaksanaan   implementasi kebijakan 

yang sifatnya kebijakan kompleks,   BPH Mi-

gas  tidak  jarang  menemukan  kesulitan  da-

lam beberapa pelaksanaannya.  Selain karena 

memang masih rumitnya sistem administrasi 

antar instansi di Indonesia, tumpang   tindih   

wewenang   yang   terkadang menyebabkan  

konflik  juga mempengaruhi  peningkatan 

waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan 

suatu kegiatan. 

Dari analisa  di atas dapat  disimpul-

kan  bahwa tipe-tipe kebijakan yang dimple 

mentasikan  BPH Migas dalam menjamin  

ketersediaan  BBM bersubsidi diKota Sa-

marinda berpengaruh pada pelaksanaan im-

plementasi itu sendiri dan juga pada tujuan 

yang akan dicapai. Setelah  melihat  pengaruh  

yang diberikan  oleh tipe kebijakan yang 

diimplementasikan  oleh BPH Migas dalam 

mengupayakan  ketersediaan  BBM di Sa-

marinda kemudian tahap selanjutnya adalah   

analisa   terhadap gejala atau faktor- yang 

dikemukanan oleh Mazmanian dan Sabatier 

dengan data yang ditemukan  di lapangan. 

Gejala atau faktor tersebut diantaranya   

gejala   atau faktor Independen yang terkait 

mudah tidaknya permasalahan  dikendalikan  

(Tractability  Variable). Gejala atau faktor In-

dependen ini menyangkut karakteristik per-

masalahan, yakni mudah tidaknya permasa-

lahan yang dihadapi   dengan indikator: ). 

Ketersediaan  teknologi  dan teori teknis yang 

berkaitan dengan permasalahan kebijakan; 2). 

Keberagaman perilaku kelom- pok sasaran;   

3). Sifat   populasi; 4). Derajad perubahan 

yang diperlukan. 

Kemudian  gejala atau faktor interven-

ing  yang terbagi menjadi dua gejala atau 

faktor yang berupa dukungan atas Undang-

undang atau peraturan untuk menstruktur-

kan   proses   implementasi   (statutory varia-

ble) dan gejala atau faktor di luar kebijakan  

(Non Statutory    Variables). Gejala atau 

faktor  ini menyangkut kemampuan  kebijakan  

menata implementasi,  di  gejala atau faktor 

ini setiap kebijaksanaan mem-punyai kemam-

puan untuk menata secara tetap proses im-

plementasinya, dengan indikator : 
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a. Kejelasan dan Konsistensi 

tujuan; 

b. Adanya dukungan  teori  

sebab  akibat  yang  memadai; 

c. Ketepatan  alokasi sumber 

dana; 

d. Keterpaduan  secara hirarki 

di dalam dan antar instansi-

instan-si  pelaksana; 

e. Aturan  pelaksana  dari  para  

agen  pelaksana; 

f. Perekrutan  pejabat pelaksa-

na; 

g. Akses yang diberikan secara 

formal bagi pihak luar untuk 

terlibat. 

 

Kemudian gejala atau faktor interven-

ing selanjutnya  yakni  gejala  atau  faktor  di  

luar  kebijakan (Non Statutory Varia-

bles).Gejala atau faktor- Non Kebijakan  

terdiri  atas: 1). Kondisi  sosial-ekonomi  dan 

teknologi 2).Perhatian media terhadap per-

masalahan kebijakan 3). Dukungan Publik 

4). Sikap dan sumberdaya konstituen  5). 

Dukungan  pejabat  yang  lebih  tinggi  6). 

Komit-men dan kualitas kepemimpinan dari 

pejabat pelaksana. 

Dari kaitan antara  gejala  atau  faktor 

independen dan gejala atau faktor intervening 

nantinya hasil analisa ini bisa memberikan 

informasi pula terkait akibat yang terjadi di 

lapangan kepada gejala atau faktor lain  

yakni  gejala  atau  faktor  dependen.   Gejala  

atau faktor dependen ini dibutuhkan dalam 

rangka penentuan atau dasar yang melandasi 

pembuatan kebijakan selanjutnya  yang  ma-

na  lebih  tepatnya  mengarah  pada: 

 

a. Keluaran-keluaran  Kebijakan  dari 

badan pelaksana; 

b. Kepatuhan pada keluaran-keluaran 

kebijakan oleh kelompok sasaran;  

c.   Dampak nyata dari keluaran- 

keluaran kebijakan;  

d. Dampak yang dipersepsikan atas 

keluaran-keluaran  kebijakan  terse-

but; 

e. Evaluasi  atau perbaikan mendasar 

ter-hadap output kebijaksanaan 

maupun  perbaikan  dalam  isi ke-

bijaksanaan  yang  telah ditetapkan 

setelah adanya feedback. 

 

Untuk   analisa   pertama   yang   akan   

dibahas melalui gejala atau faktor dalam im-

plementasi adalah gejala  atau  faktor  inde-

penden.  Gejala  atau  faktor  ini terkait Trac-

tability Variable yang mana menunjukkan 

karakter mudah tidaknya permasalahan 

dikendalikan dengan indicator : 

    

a. Ketersediaan  teknologi  dan teori 

teknis  yang  berkaitan  dengan  per-

masalahan  kebijakan; 

b. Keberagaman  perilaku kelompok  

sasaran;  

c.   Sifat populasi;  

d. Derajad perubahan yang diperlukan. 

 

Sebagai syarat untuk kelancaran 

pelaksanaan implementasi kebijakan, BPH 

Migas harus memiliki perangkat-perangkat  

yang dibutuhkan  seperti perlengkapan untuk 

pengawasan atau monitoring, alat komunikasi  

hingga  keperluan  sekertariat  atau admin-

istrasi  kantor  di daerah yang mana sudah 

seharusnya disediakan   berdasarkan panduan 

teknis yang sifatnya teoritis. 

Data dilapangan menunjukkan bahwa 

dalam pengimplementasian kebijakan BPH 

Migas untuk menjamin ketersediaan BBM 

bersubsidi di Samarinda selama ini keterse-

diaan  teknologi  yang ada dilapangan masih  

dianggap  belum  mumpuni  sepenuhnya.  Da-

lam artian semua kebutuhan teknis yang 

menggunakan perang-kat-perangkat  teknolo-

gi modern untuk kebutuhan sistem 

pengawasan distribusi BBM bersubsidi hanya 

tersedia di Badan Usaha penyalur utama saja. 

Kemudian untuk penyalur diluar Badan 

Usaha utama, kelengkapan teknologinya 

masih belum merata. 

Ketersediaan perangkat teknologi untuk 

kebutuhan   berjalannya   implementasi   BPH   

Migas   di daerah juga diperparah dengan 

masih belum matangnya dukungan dari 

penyedia layanan komunikasi lokal. Infra-

struktur  komunikasi  yang  ada  di Samarin-

da terbilang  masih  belum  secanggih  layanan  

yang  ada di Kota besar seperti di Jakarta se-
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hingga tidak jarang lalu lintas informasi an-

tara BPH Migas di Jakarta dengan Badan 

Usaha beserta instansi lainnya di daerah 

terkesan tidak lancar.  

Kemudian pada indikator gejala atau 

fak-tor selanjutnya  yakni  keberagaman  per-

ilaku  sasaran.  Pada indikator ini, dari sudit 

pandang kebijakan yang dibuat sasaran atau 

target dari kebijakan mengarah pada ke-

lompok atau golongan ynag tidak mampu. 

Dan diharapkan  dari pemberian subsidi 

BBM masyarakat  di Samarinda yang tergo-

long tidak mampu dan peng-guna BBM ber-

subsidi lainnya yang digunakan untuk 

kepentingan umum tetap dapat membeli BBM 

dengan harga yang murah. 

Namun  pada  kenyataannya  di  

lapangan, perilaku yang diamati pada target 

kebijakan kebanyakan adalah  kelompok  

sasaran  kebijakan  yang  selalu menuntut  

hak  mereka  untuk  dipenuhi  tetapi  juga  

ada yang  menunjukkan  masih  teradapat  

kelompok  sasaran yang memanfaatkan 

pemberian subsidi BBM oleh pemerintah 

untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 

Hal ini   dibuktikan   ketika   kelangkaan   

BBM   bersubsidi sedang   terjadi   di   Sa-

marinda, pada saat bersamaan semakin 

banyak pedagang  bensin eceran yang 

menjual BBM secara ilegal di sekitar SPBU. 

Hal ini yang menunjukkan  bahwa  beberapa  

kelompok  sasaran kebijakan  berperilaku  

tidak koopera-tif  dengan  mencari keun-

tungan dari hasil penimbunan BBM ber-

subsidi. 

Jadi, perilaku yang ada pada sasaran 

atau kelompok  target  kebijakan  di  Sa-

marinda  terbagi menjadi dua jenis, yakni 

kelompok yang dianggap kooperatif  dengan  

tidak  melakukan  aksi  yang merugikan 

banyak pihak untuk mencari keuntungan 

pribadi atau golongan  dan kelompok  yang 

tidak kooperatif   yang   mana   sangat   me-

rugikan   pihak   lain dengan meraup keun-

tungan dari aksi penyalahgunaan BBM. 

Indikator gejala atau faktor selanjut-

nya  adalah sifat populasi.  Kebijakan  un-

tuk menjamin ketersediaan BBM bersubsidi 

di Samarinda  oleh BPH Migas secara kon-

stitusi  tidak menjelaskan  tentang  bagaima 

na keharusan atau idealnya suatu sifat dari 

sasaran kebijakan. Yang dapat  di pahami 

adalah berapapun jumlah  populasi  dan  

bagaimanapun  sifatnya, ketersediaan atas 

kebutuhan energi harus tetap dipenuhi. 

Dengan melihat kenyataan dilapangan, 

sifat dari populasi di Samarinda menunjuk-

kan bahwa populasi sasaran kebijakan 

berkembang sangat pesat. Dengan kata lain 

golongan sasaran yang menjadi target ke-

bijakan yang ada di Kota Samarinda sejak 

tahun 2011 hingga tahun 2013 jumlahnya 

meningkat drastis. Hal ini bisa dilihat dari 

peningkatan  jumlah penduduk,  jumlah 

kendaraan  dan  jumlah  realisasi  konsumsi  

BBM bersubsidi di Samarinda. 

Rata-rata  setiap  bulannya  penduduk  

di Samarinda  bertambah  2.000  jiwa.  hing-

ga  akhir desember   2012   jumlah   tersebut   

meningkat   menjadi 928.644  jiwa. Pertum-

buhan penduduk  tersebut  juga diikuti  

dengan  meningkatnya  jumlah kendaraan 

bermotor dari informasi yang diberikan oleh 

SAMSAT Kota  Samarinda  setiap  bulannya  

jumlah  kendaraan  di kota  Samarinda  ber-

tambah  sebesar  4  ribu  unit. 

Dari bertambahnya jumlah penduduk  

tentu saja secara logis akan berpengaruh  

pula pada peningkatan secara drastis dalam 

kebutuhan  atas BBM untuk bahan bakar 

kendaraan mereka sehari-hari. Kemudian 

indikator terakhir pada gejala atau faktor   

independen   adalah   indikator   terkait   

seberapa besar  derajat  perubahan  yang  

diinginkan  dari  tujuan kebijakan atas per-

masalahan yang akan di intervensi. Dengan 

melihat pada fenomena yang terjadi di 

lapangan, kelompok sasaran yang dalam hal 

ini adalah masyarakat di Kota Samarinda  

secara tegas menyatakan  keinginan untuk 

mendapatkan kemudahan dalam mem-

peroleh BBM bersubsidi. 

Hal yang dianggap sebagai tuntutan 

tersebut sejalan  dengan  keinginan  

pemerintah  untuk menyediakan seluruh 

kebutuhan terkait kesejahteraan rakyatnya.  

Dan  itu ditunjukkan  melalui  dibuatnya  UU 

nomor  22 Tahun  2001  tentang  Minyak  dan 

Gas bumi tentang Minyak dan Gas bumi 

yang mana di dalamnya terdapat janji 

pemerintah untuk menjamin  keter-sediaan 

BBM  sebagai  kebutuhan  energi  dan  keper-
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luan sehari-hari untuk  seluruh  masyarakat  

Indonesia  melalui kegiatan usaha hulu dan 

hilir Migas. 

Jadi, seberapa besar derajad peru-

bahan yang diinginkan dari intervensi ke-

bijakan BPH Migas pada kelangkaan BBM 

yang terjadi di Samarinda dapat dikatakan 

sangat besar karena di dalam kebijakan yang 

diimplementasikan tidak ada satupun tujuan 

atau arah kebijakan   yang   mentolerir   ter-

jadinya   suatu   kondisi ketidak  tersediaan  

BBM  untuk  kebutuhan  masyarakat. Ini 

berarti harapan  yang secara jelas termak-

sud  adalah perubahan  atas kondisi  ke-

langkaan  yang menyebabkan masyarakat 

atau target kebijakan kesulitan dalam mem-

peroleh BBM bersubsidi menjadi mudah 

mendapatkan BBM bersubsidi seperti kondisi 

dimana seharusnya BBM bersubsidi selalu   

tersedia   disaat sasaran kebijakan membu-

tuhkannya. 

Settelah menganalisa indikator-

indikator  dalam gejala atau faktor inde-

penden, hasil yang diperoleh dari analisa in-

dikator-indikator tersebut mengarah pada 

faktor-faktor yang dapat menjawab pertan-

yaan yang dimuat pada gejala atau faktor 

independen itu sendiri yakni, terkait sebe-

rapa  sulit masalah  yang dihadapi  ini untuk 

dikendalikan. 

Dengan mengacu pada hasil analisa 

pada indikator–indikator sebelumnya masa-

lah yang akan dikendalikan oleh BPH Migas 

melalui implementasi kebijakannya dirasa 

sangat sulit untuk dikendalikan. Alasan  

yang  mendasari  per-nyataan  itu  diperoleh  

dari hasil  analisa  atas  indikator   yang  

mana  menjelaskan bahwa: 

 Ketersediaan  teknologi  yang  ada 

dila-pangan masih dianggap belum 

mumpuni. Ketersediaan perangkat 

teknologi   untuk   kebutuhan   ber-

jalannya implementasi BPH Migas di 

daerah belum didukung oleh   infra-

struktur   penyedia   layanan   komu-

nikasi lokal yang canggih. Hal terse-

but mengakibatkan lalu lintas infor-

masi antara BPH Migas di Jakarta 

dengan Badan   Usaha   beserta   in-

stansi   lainnya   di  daerah terkesan 

cenderung menjadi tidak lancar. 

 Perilaku yang ada pada sasaran atau 

kelompok target kebijakan di Sa-

marinda terbagi menjadi dua jenis, 

yakni  kelompok  yang  dianggap  

kooperatif  dengan tidak melakukan 

aksi yang merugikan banyak pihak 

untuk  mancari  keuntungan   pribadi  

atau  golongan dan  kelompok   yang  

tidak  kooperatif   yang  mana sangat 

merugikan pihak lain dengan meraup 

keuntungan dari aksi penya-

lahgunaan BBM. 

 Data di Samarinda menunjukkan 

bahwa  populasi sasaran  kebijakan  

berkembang  sangat  pesat. Golongan 

sasaran yang  menjadi  target  ke-

bijakan yang ada di Kota Samarinda  

meningkat  drastis dari tahun 

ketahun. 

 Derajad perubahan yang diinginkan 

dari intervensi implementasi  ke-

bijakan yang dilakukan BPH Migas 

pada  kelangkaan  BBM  yang  terjadi  

di  Samarinda dapat  dikatakan  san-

gat  besar.  Harapan  perubahan yang  

secara  jelas termaksud  adalah  peru-

bahan  atas kondisi kelangkaan yang 

menyebabkan masyarakat atau target 

kebijakan kesulitan dalam mem-

peroleh BBM bersubsidi menjadi mu-

dah mendapatkan BBM bersubsidi  

seperti kondisi dimana seharusnya  

BBM bersubsidi selalu tersedia disaat 

sasaran kebijakan membutuhkannya. 

 

Jawaban atas hasil analisa terhadap in-

dikator gejala atau faktor independen  ini 

secara tidak langsung memberikan infor-

masi baru karena mampu menjelaskan 

situasi yang didalamnya  terdapat faktor-

faktor  dan hal- hal penting terhadap suatu 

masalah yang coba di kendalikan oleh BPH 

Migas. Setelah mengetahui gejala atau 

faktor independen dalam implementasi ke-

bijakan kemudian perlu diketa-hui pula 

gejala atau faktor intervening nya agar dapat 

diperoleh informasi terkait bagai-mana 

proses implementasi berlangsung. 

Gejala atau faktor intervening terbagi ke 

dalam dua hal,pertama ini menyangkut 

bagai-mana kemampuan sebuah kebijakan 
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dalam menata proses implementasi, dan 

untuk menge  tahui  jawabanya diperlukan 

pula analisa pada indikator-indikator yang 

diantaranya   adalah:   1). Kejelasan dan 

Konsistensi tujuan 2). Adanya dukungan 

teori sebab akibat yang memadai 3). 

Ketepatan alokasi sumber dana 4). Keter-

paduan secara hirarki di dalam dan antar 

instansi-instansi pelaksana. 5). Aturan 

pelak-sana  dari para agen pelaksana  6).  

Perekrutan pejabat  pelaksana  7).  Akses 

yang  diberikan secara  formal  bagi  pihak  

luar  untuk terlibat. 

Kemudian gejala atau faktor intervening 

kedua yang  mana  berasal  dari  hal-hal  

diluar  kebijakan  yang terdiri atas: 1). 

Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, 2). 

Perhatian media terhadap permasalahan 

kebijakan, 3). Duku-ngan Publik. 4). Sikap 

dan sumberdaya  konstituen, 5). Dukungan  

pejabat  yang  lebih  tinggi, 6). Komitmen 

dan kualitas kepemimpinan dari pejabat 

pelaksana. 

Analisa indikator intervening yang per-

tama adalah indikator tentang   kejelasan   

dan   konsistensi tujuan  kebijakan.  Dalam  

Tahun  2001  tentang  Minyak dan Gas 

bumi   tentang  Minyak dan Gas bumi, 

tujuan yang  dimaksudkan adalah tentang  

pemenuhan kebutuhan energi bagi rakyat 

Indonesia,   dari   situ muncul keinginan 

Pemerintah Pusat untuk membuat sebuah 

Badan Pengatur yang khusus menjalankan 

pengaturan dalam kegiatan hilir Migas. 

Karena semua praturan yang ada pada 

kegiatan usaha hilir Migas  termasuk  Per-

aturan  Presiden  No. 86 tahun 2002 ten-

tang pembentukan BPH Migas dan Pera-

turan-peraturan yang dibuat oleh BPH Mi-

gas mengacu  pada  kerangka  besar  UU  

nomer  22  Tahun 2001  tentang  Minyak  

dan  Gas  bumi   tentang  Minyak dan Gas 

bumi,  maka  sudah  jelas  bahwa  semua  

tujuan atau arah kebijakan selalu konsisten 

dan tetap berujung pada upaya  pemenuhan  

kebutuhan  energi  bagi seluruh rakyat In-

donesia oleh  Pemerin-tah  Pusat  melalui 

kegiatan usaha hilir Migas yang sehat dan 

transparan dibawah   penga-turan   BPH   

Migas.   Untuk   itu   dalam indikator ke-

jelasan dan konsistensi kebijakan ke-

simpulannya adalah semua output atau ke-

luaran  dari formulasi kebijakan yang dibuat 

oleh Pemerintah Pusat, BPH  Migas  hingga  

ke Pemerintah Daerah  semuanya secara   

jelas selalu konsisten mengarah pada upaya 

peme-nuhan  kebutuhan  atau  upaya  me-

nyediakan kebutuhan  rakyat terkait kebu-

tuhan  energi untuk bahan bakar dan 

keperluan harian lainnya. 

Kemudian indikator kedua adalah adanya 

dukungan   teori   sebab   akibat   yang   me-

madai.   Pada indikator  ini  dukungan  dari  

teori  sebab  akibat  akan dapat 

mempengaruhi kebijakan yang nantinya akan 

memberi  arahan  lebih  lanjut  bagimana  

caranya kebijakan diim-plementasikan. 

Berangkat dari tujuan kebijakan untuk men-

jamin  ketersediaan kebu-tuhan energi bagi 

rakyatnya maka dari sebab itu kemudian 

Pemerintah Pusat harus mengupayakan lang-

kah-langkah yang logis dengan mendisain 

proses alur distribusinya. 

Lebih  lanjut  kemudian  pemerintah  

pusat merasa perlu adanya pemecahan kon-

sentrasi pada fungsi pemerintahan yang 

awalnya mengatur kegiatan hulu dan hilir  

dengan  keuntungan  diperolehnya  lapangan  

kerja baru yang mana dapat mengurangi ang-

ka pengangguran dan meningkatnya 

perekonomian karena muncul perusahaan 

yang ikut berkontribusi dalam usaha hilir 

Migas. Selain itu akibat dari pmerintahan 

yang menggunakan sistem desentraliasasi  

diharapkan mampu menyebabkan   peru-

bahan   positif   atas   perkembangan sistem 

politik dan pemerintahan  di daerah  dengan  

ikut berkontribusi dalam pembangunan 

pemerin tahan yang ‟dewasa‟ atau mengarah 

pada good governance. 

Jadi, kekuatan yang diberikan dari 

dukungan teoritis  sebab  akibat  dalam  hal 

ini diharapkan  mampu memberi   dukungan   

dan   menyemangati pelaku atau aktor yang 

meng-implementasikan kebijakan agar 

melaksanakan    tanggung   jawabnya   secara   

konsisten karena  apabila  dijalankan  dengan  

benar  maka keuntungan yang diperoleh 

sangat menguntungkan  bagi semuanya. Be-

gitu pula sebaliknya apabila ada kebijakan 

atau  salah  satu  program  yang  tidak dijal-

ankan maka akan berpengaruh   pada   pen-
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capaian tujuan lainnya karena antara isi ke-

bijakan yang satu dengan yang lain saling 

berkaitan dan  memiliki sifat kausatif. 

Indikator yang ketiga adalah ketepatan 

alokasi sumber dana. Dalam kaitan dengan 

alokasi sumber dana, dalam UU no 22 Ta-

hun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi    

yang  di dalamnya  terdapat  beberapa  pen-

jelasan tentang BBM bersubsidi  juga 

berkaitan  dengan adanya dana  yang  dise-

diakan   oleh  Pemerin-tah Pusat dalam 

APBN. Alokasi yang dianggarkan oleh 

Pemerintah Pusat untuk memenuhi  kebu-

tuhan energi ini nilainya tidak sedikit. 

Untuk subsidi BBM pemerintah pada ta-

hun  2012 mengeluarkan dana sebanyak  Rp 

193, 805 triliun dan untuk tahun 2013 men-

jadi  Rp 199,9 triliun. Itu  semua  diang-

garkan  untuk  mencapai  tujuan tersedianya 

BBM bersubsidi di Seluruh Indonesia. Da-

lam   kegiatan   usaha   hilir   Migas,   se-

bagai Badan pengatur BPH Migas juga 

mendapatkan dana operasional  yang  be-

rasal  dari  APBN.  Setiap  tahunnya BPH 

Migas melaporkan seluruh kegiatan beserta 

rinciannya   termasuk   laporan   keuangan   

yang   mana nantinya akan dijadikan per-

tanggung jawaban kepada Presiden dan 

DPR-RI. Kemudian terkait masalah penda-

naan,  BPH  Migas  setiap  tahun  diwajibkan 

memiliki   program   atau  rencana   kerja   

yang disusun secara rinci termasuk rencana 

pengeluarannya,  dari situ kemudian di 

lanjutkan pada persetujuan antara DPR-RI 

dengan instansi Pemerintah Pusat yang 

terkait lainnya seperti Kementerian ESDM,   

Kementerian Keuangan dan lain-lain dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek yang 

menen tukan keputusan.  Dan anggaran  

yang diberikan untuk BPH Migas selama ini 

digunakan untuk kebutuhan  operasional  

sekertariat  di  Jakarta  dan pengadaan ba-

rang atau jasa ter-kait pembangunan dan 

pengaturan distribusi Migas di Indonesia. 
Jadi bisa dikatakan dukungan 

ketepatan alokasi sumber dana dalam ke-
bijakan yang mempengaruhi implementasi 
sebenarnya dirasa sudah tepat, karena me-
mang semua anggaran yang direncanakan 
oleh Pemerintah Pusat dan BPh Migas me-
lalui berbagai pertimbangan  berdasar  yang  
tidak  sembarangan  selain itu pada ken-

yataannya  anggaran  yang disediakan  pasti 
habis bahkan cenderung  tidak cukup karena 
digunakan untuk mengatasi masalah dari 
populasi target kebijakan yang sifatnya selalu 
berkembang dan meningkat. 

Indikator selanjutnya adalah keter 
paduan secara hirarki di dalam dan antar in-
stansi-instansi pelaksana. Didalam UU yang 
mengatur kegiatan Migas dan peraturan 
lainnya yang juga bisa dijadikan sebagai pe-
doman pelaksanaan implementasi dianjurkan 
untuk dapat  menjelaskan  bagaimana  posisi  
atau  porsi wewenang   antar   instansi   yang   
terlibat didalamnya secara rinci.  Dan  dalam  
beberapa dokumen kebijakannya  memang  
sudah  terdapat  beberapa penjelasan menge 
nai posisi dan porsi wewenang atau jobdesc 
yang diberikan. Contohnya dalam UU No. 22 
Tahun 2001 yang mana   posisi   BPH   Migas   
sebagai   Badan   Pengatur memiliki  wewe 
nang  untuk  melakukan  beberapa kebijakan  
terhadap  Badan  Usaha  penyalur  dan pe-
rusahaan swasta penyalur lainnya. Selain itu 
pada blueprint   BPH   Migas   yang   men-
jelaskan   bagaimana fungsi dari instansi-
instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan 
usaha hilir Migas. 

 Jadi, keterpaduan  secara  hirarki  di 

dalam dan antar instansi-instansi  pelaksana 

dirasa cukup padu dan seiring  waktu  

dengan  proses  pembelajaran  dan konsisten-

si omitmen pada tanggung jawab akan mam-

pu  mempererat  keterpaduan  hirarki  dan  

interaksi antar instansi. Indikator selanjut-

nya adalah    aturan pelaksanaan dari para 

agen pelaksana. Dalam hal ini bagaimana 

aturan yang dijadikan pedoman pelaksanaan 

atau aturan pelaksaan oleh implementor di-

harapkan mampu mengarah kan para im-

plementor atau agen pelaksananya kepada 

tercapainya tujuan. BPH Migas dalam 

mengimplementasikan kebijakan atau pro-

gram-programnya  harus punya aturan yang 

jelas juga rinci dan mengikat agar pelaksa-

naan tidak keluar dari koridor yang ada dan 

dapat mencapai tujuan yang diinginkan  be-

gitu  juga  aturan  yang  dibuat  oleh 

Pemerintah Pusat dan BPH Migas untuk 

mengatur pelaksanaan kegiatan hilir oleh 

Badan Usaha. 

Jadi selain  UU  atau  peraturan  

yang  menjadi dasar utama pelaksanaan im-

plementasi kebijakan dalam kegiatan hilir 

Migas ini, para agen pelaksana atau imple-
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mentor  di anjurkan untuk ikut membuat 

pedoman pelaksanaan yang lebih rinci yang 

juga dapat mengikat keteraturan antara 

tindakan dengan perencanaan yang sudah 

ada. Selain Tahun 2001 tentang Minyak dan 

Gas bumi  sebagai pedoman aturan pelaksa-

naan yang umum, Keputusan Menteri dan 

Peraturan Menteri   ESDM.  

Peraturan  dan  blueprint  BPH  Mi-

gas  hingga peraturan etos kerja yang dibuat 

oleh Badan Usaha semuanya diharapkan  

dapat  menjadi pendukung  atau mempenga-

ruhi  ki-nerja  pelaksanaan  implementasi  

oleh para  agen  pelaksananya  demi  terca-

painya  tujuan kebijakan melalui implemen-

tasi yang efektif. Melanjutkan pada indi-

kator yang selanjutnya yakni bagaimana 

perekrutan pejabat pelaksana yang dianjur-

kan dalam UU atau kerangka besar pera-

turan pelaksanaan.   Sebaiknya  dalam  

pelaksanaan implementasi kebijakan meng-

gunakan  sumber  daya yang  tepat,   dalam   

arti   baik   sumber   daya   manusia maupun 

non-ma-nusia kesemuanya harus melalui 

seleksi yang dapat menyaring sumber  daya-

sumber  daya yang paling  mumpuni.   

Contoh  pertama  adalah  ketika 

Peme-rintah Pusat memilih beberapa calon 

yang akan mengisi atau menjabat sebagai 

anggota komite di BPH Migas, perekrutan  

pejabat pelaksananya  adalah melalui sele-

ksi  fit and proper test yang dilakukan  oleh 

Komisi VII   DPR-RI   kepada calon-calon 

yang sebelumnya sudah  masuk daftar rek-

omendasi terpilih dari Peme-rintah Pusat. 

Dan untuk BPH Migas sendiri perekrutan 

personel atau anggota yang akan menjadi 

bagian dari kepengurusan BPH Migas di 

sekretariat direkrut  dengan  beberapa  per-

syaratan  yang menngarah pada  profesion-

alisme,  intelektualitas,  dan  pengalaman 

kerja yang dianggap matang. Jadi, memang 

dalam masalah perekrutan  untuk menjadi  

pejabat  pelaksana  dalam kebijakan  yang 

diemban oleh BPH Migas dan perekrutan 

agen atau perangkat kerja manusia hingga 

Badan Usaha penyalur semuanya telah dia-

tur dalam beberapa aturan kebijakan dan 

keputusan   prerogatif   kepala Komite atau 

Bidang, dan melalui hasil  pertimbangan   

dari  sidang komite. 

Dan indikator statutory yang terakhir 

dalam gejala  atau  faktor  intervening  ini 

adalah  terkait bagaimana   akses  yang  

diberikan  secara  formal  bagi pihak luar 

untuk terlibat berdasarkan apa yang sudah 

ditentukan dalam aturan keijakan. Pada Ta-

hun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi  

yang dijadikan pedoman utama yang mana 

didalamnya juga tersirat bahwa masih ada 

akses bagi pihak luar untuk terlibat, namun 

hal itu hanya  terkait  kondisi  tertentu  saja.  

Dalam  peraturan yang dibuat oleh BPH 

Migas dianjurkan  bahwa Badan Usaha 

dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk 

mengembalikan kepada kondisi seperti    se-

diakala dengan memanfaatkan sarana dan 

prasarana yang ada di daerah.    

Salah   satu   contohnya,   ketika   Ba-

dan   Usaha sedang mendapati  kondisi ke-

langkaan  BBM bersubsidi di Samarinda, 

dan ternyata ada kondisi tertentu dimana 

Badan Usaha penyalur utama kekurangan 

fasilitas pengangkut,  dengan kondisi itu 

Badan Usaha penyalur utama dianjurkan 

dapat  bekerja  sama  dengan perusahaan 

penyalur swasta lain yang ada di Samarinda 

untuk bekerja sama dalam mendistribusikan 

BBM bersubsidi hingga ke SPBU. 

Namun  akses  dari  pihak  luar  dalam 

implementasi  kebijakan yang terkait 

dengan pelaksanaa badan usaha atau 

kegiatan distribusi secara formal terbilang 

cukup sedikit. Ini dikarenakan Badan Usaha 

penyalur utama    yang juga memiliki anak-

anak perusahaannya  sudah lebih dulu mem-

iliki prioritas atas pelak-sanaan  distribusi  

di  lapangan.  Dari  aturan  yang dibuat  oleh 

Pemerintah  Pusat dan BPH Migas  sebagai 

pedoman   atau   aturan   pelak-sanaan  me-

mang   tersirat untuk memperboleh-kan 

akses dari pihak luar yang ingin terlibat  

pada  salah  satu  aktivitas  implementasi,   

akan tetapi akses ini diberikan hanya ketika 

BPH Migas atau agen pelaksana lain yang 

menjalankan program-progam implementasi 

kebijakan   merasa   butuh   bantuan   dari 

pihak luar. Jadi, akses yang diberikan secara 

formal bagi pihak  luar  untuk  terlibat  han-

ya  pada  saat  BPH  Migas atau perangkat 

pembantu pelaksanaan implementasi merasa  

butuh  bantuan  dan kondisinya  memaksa  
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untuk melibatkan  pihak luar” ungkap sa-

lah satu Pejabat BPH Migas . 

Analisa berikutnya  adalah pada indi-

ka-tor non- statutory  yang dianggap  oleh 

Mazma-nian  dan Sabatier dapat mempenga 

ruhi  implementasi  kebijakan. Indikator 

pertama adalah kondisi sosial-ekonomi dan 

teknologi. Indikator   ini   dianggap   mem-

berikan   pengaruh   pada proses  pelaksa-

naan  implementasi  oleh  para  agen 

pelaksana atau implementor karena antara 

kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi yang 

ada di lapangan saling berhubungan. Con-

tohnya apabila, kondisi ketersediaan 

peralatan  teknologi  dan dukungan  layanan  

komunikasi yang  ada  di  Samarinda  tidak  

mumpuni  dan  terkesan tidak canggih se-

hingga mengakibatkan terhambatnya lalu-

lintas informasi dan keluar-masuknya data 

terkait kebutuhan dan penga-wasan yang 

dilakukan oleh BPH Migas dengan Badan 

Usaha penyalur maka bukan tidak mungkin 

akan mengganggu kelancaran dan kea-

manan distribusi  BBM.  Dari akibat  ketid-

aklancaran  dan tidak amannya distribusi 

BBM masyarakat sebagai konsumen dan 

sasaran kebijakan menjadi resah hingga 

memicu timbulnya   aksi  anarkis   yang  

berujung   pada  gejolak sosial. Gejolak so-

sial ini nantinya akan dapat mempengaruhi 

kondisi stabilitas ekonomi di Samarinda. 

Jadi,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  

pengaruh dari indikator sosio-ekonomi dan 

teknologi dalam implementasi kebijakan ini 

sangatlah signifikan. Ini didasari pada   

keterkaitan antara satu dengan yang 

lainnya dan apabila salah satu hal dari in-

dikator itu ada yang terhambat maka sudah 

pasti akan membawa dampak pada hal 

lainnya. Indika-tor yang kedua adalah per-

hatian media terhadap permasalahan  ke-

bijakan.   

Sebagai  salah  satu fungsi media 

yang utama yakni sebagai penyebar berita, 

media masa memiliki peran yang sangat 

penting dalam mempengaruhi permasala-

han yang terjadi. Perkembangan media 

dari hari ke hari menunjukkan   bahwa   

saat   ini   media   juga   berperan banyak 

atas pembangunan negeri ini. Ketika media 

memberitakan fenomena terkait ke-

langkaan BBM bersubsidi yang terjadi di 

Samarinda pada akhirnya fenomena terse-

but akan mendapat perhatian dari banyak 

pihak. Ini tercermin dari pengamatan atas 

data-data sekunder yang diperoleh selama 

penelitian. 

Selama  tahun  2008  hingga  tahun  

2011 sebenarnya  kelangkaan  BBM  bersub-

sidi  di Kota Samarinda sudah  terjadi, na-

mun  minat  media masa untuk mengekspos 

berita ini masih sedikit dan memang pada 

kenyataannya hanya sedikit perhatian yang 

menuju pada  kasus  tersebut.  Akan  tetapi  

ketika  sudah  mulai memasuki tahun 2011 

hingga tahun 2013, jumlah informasi  atau  

berita  terkait  kelangkaan  BBM bersubsidi  

yang  terjadi  di Samarinda  semakin  ban-

yak. Bahkan tidak jarang ada media massa 

nasional dan luar daerah yang datang lang-

sung meliput di Samarinda. 

Bukan hanya isi berita media saja 

yang sebenarnya  mempengaruhi  suatu  ke-

bijakan  akan tetapi interaksi  langsung  

dari  para  reporter  yatau  wartawan yang 

melakukan verifikasi melalui wawancara 

dengan pihak-pihak terkait secara tidak 

langsung semakin menekankan  bahwa  se-

makin  seringnya  isu itu dibahas maka  

semakin  meningkat  pula  urgensinya.  Jadi 

media memang  dianggap  memiliki  penga-

ruh  yang  signifikan bagi permasalahan ke-

bijakan karena dianggap sebagai salah satu 

alat yang dapat menarik perhatian orang 

atau pihak  lain  berdasarkan  informasi  

yang  disebarkannya. Dan perhatian media 

pada kasus kelangkaan BBM di Samarinda 

hingga saat ini semakin menunjukkan bah-

wa kondisi di Samarinda  cukup ‟chaos’ 

akibat kelangkaan BBM bersubsidi yang 

terjadi beberapa tahun ini. 

Indikator selanjutnya adalah 

bagaimana dukungan publik mempengaruhi 

implementasi kebijakan. Untuk indikator 

yang satu ini , dari data yang diperoleh 

selama  penelitian  menunjukkan  bahwa 

memang dukungan dari publik ini ber-

pengaruh pada implementasi  kebijakan.  Ini 

didasari  dengan salah satu contoh fenome-

na yang terjadi dimana peran aktif 

masyarakat  yang  berani  melaporkan  ada-

nya pelanggaran-pelanggaran yang dil-
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akukan oleh oknum-oknum dalam rantai 

distribusi BBM ber-usbsidi di Samarinda, 

dan dapat menyebabkan meningkatnya ke-

lancaran  dan berkurangnya  pelanggaran  

penggunaan BBM bersubsidi. 

Selain  itu  dukungan  publik  melalui  

ketaatan oleh pengguna kendaraan yang 

memang dilarang mengkonsumsi   BBM   

bersubsidi.   Namun   sebaliknya juga dapat 

terjadi  ketika  hanya  sedikit  dukungan  

yang diberikan publik dalam pelaksanaan 

kebijakan yang dicerminkan dengan sikap 

tidak perduli terhadap aksi penyalahgunaan 

BBM berusbsidi hingga sampai pada tinda-

kan  tidak  terpuji  dengan  mengambil  ke-

untungan atas kondisi yang sedang terjadi. 

Indikator selanjutnya adalah sikap 

dan sumberdaya  konstituen.  Dalam indi-

kator ini bagaimana sikap dan sumberdaya 

konstituen berpengaruh dalam kelangsun-

gan  proses implementasi  dicerminkan  

dengan kondisi  dimana  pelaksana  diting-

kat  bawah  atau pe-rangkat implementor 

bersikap dalam menjalankan implementasi. 

Seperti   yang   sebelumnya   pernah   

di   bahas dalam hambatan dari tipe ke-

bijakan desentralisasi, indikator ini mem-

iliki pengaruh yang juga sangat signifikan 

karena hampir semua kebijakan yang si-

fatnya desentralisasi  di Samarinda 

mengarah  pada ketidaksesuaian  prosedur 

karena minimnya pengawasan yang  tegas  

dari  aparat  lokal  dan  juga  ‟budaya‟  lokal 

yang belum dewasa, sehingga cenderung 

menghambat bahkan bukan tidak mungkin 

dapat menggagalkan tercapainya tujuan 

kebijakan. Kemudian   indikator   dukungan   

pejabat   yang lebih tinggi. Indikator yang 

dimaksud disini adalah bagaimana dukung-

an para pejabat tinggi di Pemerintahan 

Pusat dan Pemerintah Daerah atau juga 

instansi terkait dalam menjalankan ke-

bijakan yang diimplementasikan oleh BPH 

Migas bersama perangkat pelaksana  lain 

nya.  Ini  juga  dianggap  sangat berpenga-

ruh pada kengsungan implementasi dalam 

mencapai tujuan kebijakannya. 

Pada indikator  ini sikap yang dapat 

ditangkap melalui hasil pengumpulan data 

penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar   pejabat tinggi menginginkan tujuan 

dari kebijakan ini dapat  tercapai   dan   juga 

kelancaran pada proses implementasinya 

khususnya pejabat tinggi di daerah yang 

selalu mengupayakan terpenuhinya  kebu-

tuhan  BBM bersubsidi.   

Namun yang disayangkan  sikap 

dari para pejabat tinggi yang ada di pusat  

selama  ini  terkesan  kurang  perduli,  ini  

didasari oleh beberapa kebijakan atau pro-

gram yang dikeluarkan dari  Pemerintah 

Pusat lebih cen- derung reaktif   atau terke-

san  ‟menunggu  bola‟  dan itu semua  dapat  

dilihat dari  beberpaa  berita yang diinfor-

masikan oleh media masa. Dan   terakhir   

indikator   yang   terdapat   pada gejala atau 

faktor non-statutory terkait    dengan komit-

men dan kualitas kepemimpinan dari pejab-

at pelaksana.  Indikator  terakhir  ini  ter-

kait dengan bagaimana kualitas pemimpin 

yang menindak lanjuti komitmennya dalam 

rangka kelancaran inplementasinya.  

Seorang pemimpin  yang berkualitas 

seharusnya dapat mempengaruhi kondisi di 

mana dia berada dengan menciptakan sua-

sana yang mendukung kelancaran kinerja. 

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan 

yang  dilakukan oleh BPH Migas,Kepala BPH 

Migas ataupun Pimpinan  Instansi lain di-

harapkan bisa menciptakan proses kerja dan 

suasana   yang menarik minat konstituennya, 

dengan harapan tercipta proses  implementasi  

yang  ideal.  Kondisi  atau  suasana kerja  

yang  ideal  tentunya  dapat  di  ciptakan  

apabila kualitas  pemimpin  nya juga baik 

sehingga  para konstituen   ataupun   instansi   

lain   yang   akan   terlibat menjadi padu da-

lam menjalankan kebijakan. 

Fakta yang ada di lapangan terkait in-

dikator ini menunjukkan kualitas pemimpin 

yang tetap mampu konsisten  atas apa yang 

sudah menjadi  komitmen  satu persatu  mulai  

bermunculan.  Kesimpulan  tersebut didasari 

oleh data yang menunjukkan bahwa pasca 

pergantian kepengurusan BPH Migas dan be-

berapa inovasinya mulai menunjukkan kese-

riusan akan komitmennya  dengan  menore-

hkan  prestasi  atas kesuksesan  mereka  da-

lam  menyelamatkan   BBM  dari aksi  penye-

lewengan  di  seluruh  Indonesia  pada  tahun 
2012  dan  tahun  2013.  

Jadi,  dengan  berdasarkan data yang   
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ditemukan membuktikan bahwa konsistensi 
atau komitmen pelaksanaan yang dimiliki 
pemimpin berkualitas akan sangat ber-
pengaruh pada pelaksanaan implementasi 
dan upaya  mencapai  tujuan  kebijakan.  
Kemudian  setelah data  temuan  dilapangan  
dianalisa  melalui  pendalaman dari tiap in-
dikator  di gejala atau faktor indpenden  dan 
intervening    makahasil dari analisa tersebut 
dapat dijadikan informasi terkait pelaksa-
naan kebijakan selanjutnya. 

Indikator pertama adalah keluaran-
keluaran kebijakan dari badan  pelaksana.  
Keluaran-keluaran ini  ditandai dengan dipu-
tuskannya beberapa program- program  ke-
bijakan  oleh  BPH  Migas  seperti, Penamba-
han  Kuota BBM bersubsidi  untuk Kali-
mantan Timur, perjanjian kerjasama 
pengawasan terhadap distribusi BBM ber-
subisidi  dengan Pemerintah  Daerah, pera-
turan   penegndalian   dan  pembatasan 
penggunaan BBM Bagi Kendaraan perke-
bunanan dan tambang, Sosialisasi  di tempat 
keramaian, seminar  pembekalan dan sosial-
isasi bagi para stakeholder dan petugas 
PPNS, kerjasama  dengan aparat penegak 
hukum, penambahan alat teknologi untuk 
pengawasan, pembagian stiker peng guna 
BBM non-subsidi. 

Kemudian indikator kedua adalah 

terkait kepatuhan pada keluaran-keluaran 

kebijakan oleh kelompok sasaran. Data yang 

menunjukkan kepatuhan kelompok sasaran 

kebijakan dari dibuatnya keluaran- keluaran  

kebijakan  dapat  dilihat  dari data pelang-

garan atau  penyalahgunaan  BBM  bersub-

sidi  yang  diperoleh sejak tahun 2011 hingga 

tahun 2013 seperti masih menngkatnya 

pedagang eceran BBM bersubsidi di sepan-

jang jalan Kota Samarinda, masih 

ditemukannya kendaraan  mewah yang 

menggunakan  BBM bersubsidi dan juga 

masih ada yang melakukan penimbunan 

BBM bersubsidi untuk mencari keuntungan 

pribadi. Dari data yang dihimpun, menunjuk-

kan bahwa perilaku yang ditunjukkan   oleh   

sebagian   kelompok   sasaran   masih banyak 

yang belum patuh pada ketentuan dari 

keluaran- keluaran kebijakan badan 

pelaksana. 

Indikator ketiga adalah dampak nyata 

dari keluaran-keluaran kebijakan. Selama 

peneli-tian dilakukan  dampak  yang  di-

tunjukkan  dari  hasil penerapan  keluaran-

keluaran  kebijakan  di  Kota Samarinda ada-

lah pada tahun 2013 antrian kendaraan di 

SPBU  masih  terjadi  meskipun  tidak  seser-

ing tahun 2011  hingga  2012  dan  begitu  juga  

pedagang  eceran penjual  BBM  subsidi  di  

sepanjang  jalan  Kota Samarinda masih saja 

terlihat, selain itu juga masih ada 

ditemukannya penyalahgunaan BBM bersub-

sidi oleh oknum-oknum penyalur dan penye-

lewengan BBM bersubsidi  dengan  berbagai  

macam  modus  yang dilakukan oleh 

masyarakat. 

Indikator keempat adalah dampak 

yang dipersepsikan atas keluaran-keluaran  

kebijakan tersebut. Dalam indikator ini yang 

dimaksud dampak yang dipersepsikan atas 

keluaran kebijakan dapat dilihat pada pan-

dangan  beberapa  kalangan  atas kondisi  ke-

langkaan yang  terjadi.  Diantaranya  banyak  

pengamat  dan  ahli- ahli kebijakan energi 

yang menilai bahwa keluaran- keluaran yang 

dihasilkan semuanya tidak efektif dan 

cenderung sia-sia karena tidak dapat menga-

tasi permasalahan  yang  ada  di lapangan.   

Namun  bagi persepsi  badan  pelaksa-

na  sendiri  keluaran  yang dihasilakn dari 

kebijakan di anggap sudah mampu mengatasi 

masalah kelangkaan meskipun sifatnya se-

mentara.  Karena  sifat  populasi  dan  per-

ilaku  target kebijakan yang tidak dapat 

ditekan Dan  indikator  terakhir  adalah  

terkait  evaluasi atau perbaikan mendasar 

terhadap output kebijakan maupun perbaikan 

dalam isi kebijakan yang telah ditetapkan  

setelah  adanya  feedback.  Dari  hasil pene-

lusuran  data tidak ada ditemukannya  eval-

uasi atau perbaikan secara signifikan oleh 

BPH Migas. 

 Dari penjabaran hasil analisa yang 

diperoleh sebelumnya,  hasil  tersebut  akan  

dipakai  untuk menjawab tiga isu utama yang 

ada dalam implementasi yang dikemukakan 

oleh Mazmanian dan Sabatier, untuk analisa 

perta-ma dalam menjawab pertanyaan ”sejau-

hmana tindakan badan-badan implementasi 

dan kelompok sasaran konsisten dengan 

tujuan   yang   tertulis   pada   dokumen   ke-

bijakan   dan dokumen pendukung lainnya?”. 

jawabannya adalah konsistensi  atas tindakan  

badan implementor  dan kelompok sasaran 

masih dirasa belum konsisten karena untuk 

badan implementor sndiri masih ada yang 
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melakukan   implementasi  tidak   sesuai 

dengan SOP seperti melakukan penundaan 

proses distribusi dan penyalahgunaan BBM 

bersubsidi dari oknum-oknum Badan Usaha 

meskipun terkadang dalam sebagian 

pelaksanaanya  ada  yang  menggunakan  

pedoman  SOP nya seperti pelaksanaan sele-

ksi administrasi pada perusahaan  penyalur  

swasta  ditingkat  lokal yang ingin ber-

kontribusi dalam proses distribusi. 

Begitu juga dengan kelompok sasaran, 

tidak semua  kelompok  sasaran  mengindah-

kan  keluaran kebijakan yang ada pada per-

aturan resminya.masih  ada masyarakat  

yang  melakukan penimbunan BBM bersub-

sidi demi meraup keuntungan  pribadi, 

masih ada golongan   kendaraan   atau  pihak  

yang  bukan peruntukannya menggunakan 

BBM bersubsidi. Dengan   berbagai   kasus  

yang  muncul   di  lapangan, dapat dilihat 

bahwa tingkat konsistensi badan-badan 

pelaksana implementasi belum konsisten 

secara penuh dalam menjalankan amanat 

kebijakan yang telah tertulis. 

Untuk menjawab  pertanyaan kedua 

yaitu ”Sejauhmana tujuan yang diinginkan 

dapat dicapai dan sejauhmana pula dampak 

yang dihasilkan sesuai dengan tujuan ke-

bijakan ?”, kenyataan di lapangan menun-

jukkan  jumlah intensitas kelangkaan yang 

terjadi pada awal dan tahun 2011 hingga 

pertengahan 2012 dimana SPBU  di Sa-

marinda  yang menyediakan BBM bersubsidi   

kehabisan   stok   sehingga menutup   SPBU 

lebih  cepat  sekitar  enam  belas  kali  dalam  

sebulan. 

Dari seringnya SPBU kehabisan stok 

dan menyebabkan antrian, kemudian melalui 

kebijakan penambahan kuota pada perten-

gahan  tahun 2012 kelangkaan  yang ter-

jaadi sempat berkurang beberapa bulan dan 

hanya memenuhi kebutuhan rakyat Sa-

marinda  hingga  akhir  tahun. Kemudian 

diawal  tahun 2013   kelangkaan BBM ber-

subsidi terjadi lagi dan kali ini antrian ken-

daraan menjadi tambah panjang karena dit-

ambah dengan truk swasta yang ikut 

mengantri solar yang non-subsidi. 

Kelangkaan dan BBM masih saja ter-

jadi secara signifikan  dalam  kurun  waktu  

penelitian,  antrian panjang  masih  terjadi  

untuk memperoleh BBM bersubsidi di kota  

Samarinda.  Dari  kenyataan  di  atas dapat  

ditarik kesimpulan bahwa dampak yang 

dihasil kan belum sesuai dengan  tujuan ke-

bijakan  yaitu ketersediaan BBM bersubsidi 

untuk seluruh masyarakat Samarinda. 

Output suatu kebijakan dapat dipenga-

ruhi oleh banyak faktor, faktor-faktor  terse-

but sudah di paparkan sebelumnya  melalui 

kla-sifikasi Independen, Intervening dan de-

penden. 

Dalam kasus kelangkaan BBM bersub-

sidi  di  kota  Samarinda  ini,  kedua  faktor 

Independen dan Intervening memegang 

peranan penting untuk mempengaruhi out-

put kebijakan.  Adanya badan usaha yang   

ditujuk   oleh   BPH   migas   sebagai   agen 

distribusi di Samarinda juga memegang 

peranan penting dalam kebijakan ini, namun 

kenyataannya ada inkonsistensi badan 

usaha untuk menjalankan ama-nat ke-

bijakan. Kepatuhan   sasaran   kebijakan   

dalam   hal  ini konsumen BBM di Samarin-

da serta pihak pengawas kebijakan juga tid-

ak  menjalankan porsinya   masing- masing  

dengan  baik dan maksimal,  dibuktikan  

dengan masih adanya penyelewengan 

penggunaan BBM oleh konsumen  dan 

penyelewengan  dalam proses distribusi. 

Menurut penulis, pengawasan dan karakter 

aparat pelaksana   kebijakan   merupakan   

faktor   yang   sangat penting untuk men-

capai tujuan kebijakan yang telah diten-

tukan. 

Jadi, terkait konsistensi atas tujuan 

utama kebijakan oleh para implementor dan 

juga sasaran kebijakan  selama ini ber-

dasarkan  data pengamatan  dan hasil anali-

sa menunjukkan inkosistensi dari keduanya. 

Kemudian  dari sikap inkonsistensi  atas 

tujuan  tersebut hasil yang di dapatkan juga 

menjadi tidak maksimal sehingga   tidak   

dapat   menjangkau   tujuan   kebijakan 

secara  penuh.  Dalam  artian  ketika  ter-

dapat  komitmen yang berkelanjutan dam-

pak yang muncul sempat menunjukkan     

perubahan positif meskipun pada akhirnya  

kembali  negatif.  Dan  terakhir  faktor-

faktor yang mempengaruhi output kebijakan 

dan dampak kebijakan adalah bagaimana 

karakter dan komitmen pelaksana  untuk  
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konsisten  dan  patuh  terhadap  tujuan dan   

pedoman   yang   tertulis   dalam   dokumen   

resmi sebagai ama-nat dari UU. 

Sebagai hasil dari analisa atau proses 

evaluasi implementasi kebijakan, dan 

berang-kat dari tujuan awal penelitian,   

maka   tahap   terakhir   dari   analisa   ada-

lah menilai efektifitas implementasi ke-

bijakan baik secara proses maupun  secara 

dampak  yang dihasilakan.  Hasil yang  di-

peroleh  pada  analisa  atas  data  dengan 

menggunakan kajian teoritis yang relevan 

maka dari situ akan dapat menjawab krite-

ria efektifitas implementasi kebijakan  dari 

Goggin  yang  dijadikan  indikator  dalam 

pene-litian ini. 

Indikator efektifitas ini menilai suatu 

implementasi  kebijakan  dengan cara men-

jawab  kriteria yang  ada  di  dalamnya.  

Kriteria  tersebut  diantaranya adalah: 1) 

semua aksi implementasi atau penerapan ke-

bijakan sesuai  dengan  ketentuan  pelaksa-

naan kebijakan;  2) berkaitan  dengan hasil 

kebijakan,  apakah hasil sesuai dengan  

harapan  atau malah sebaliknya;  3) terkait  

monitoring  implementasi  kebijakan,  dalam  

hal ini implementasi  kebijakan  secara  terus  

menerus dipantau, dengan demikian semakin  

sedikit   laporan yang  bernilai   negatif   pada  

saat  pengimplementasian maka semakin 

baik pula nilai kebijakan tersebut. 

Untuk kriteria yang pertama, berdasar-

kan hasil analisa  yang  diperoleh  bahwa  

selama  ini  peran  atau kinerja para pelaksa-

na implementasi tidak sepenuhnya mengiku-

ti  ketentuan  yang dijadikan pedoman 

pelaksanaan,  karena  terkadang ada bebera-

pa pelaksanaanya yang juga masih 

menggunakan pedoman dari ketentuan 

pelaksanaannya. Kriteria yang kedua 

kemudian adalah terkait dampak kebijakan, 

hasil analisa yang kedua menunjukkan  bah-

wa  dampak  yang diharapkan dari pelaksa-

naan kebijakan untuk menjamin ketersedi-

aan BBM bersubsidi di Samarinda masih be-

lum  tercapai  sepenuhya,  hal  ini  dikare-

nakan  tujuan yang  diharapkan  hanya  

tercapai  sebentar  saja  dalam jangka   waktu 

singkat dan kemudian   kembali   pada kondi-

si  kelangkaan  meskipun  intensitasnya  tid-

ak sebanyak  awal  tahun  2011  hingga  

pertengahan  tahun 2012.  Dan  terakhir  

terkait  monitoring  implementasi, dalam hasil 

analisa dan paparan data selama penelitian 

terdapat banyak laporan yang diterima oleh 

beberapa instansi  yang  mengindikasikan  

terjadinya  pelanggaran 
dalam proses pelaksnaannya. 

Dari  sinkronisasi  atas  indikator  

kriteria efektifitas dengan data temuan hasil 

analissis maka implementasi kebijakan BPH 

Migas dalam menjamin ketersediaan BBM 

bersubsidi di Kota Samarinda masih dikata 

kan   belum   efektif   karena   secara   proses   

dan dampak  yang  dijadikan  kriteria  efek-

tifitas implementasinya masih belum dapat 

terpenuhi secara penuh. 

 

Saran 

 

Dari faktor-faktor yang ditemukan pada 

analisa,penulis menyarankan perihal meng 

arah pada pengembangan dalam pencegahan 

terja-dinya kelangkaan BBM bersubsidi da-

lam proses distribusinya. 

Pertama adalah pembekalan mental dan 

karakteristik seluruh pelaksana melalui 

kegiat-an rutin seperti  seminar  dan  aktivi-

tas  yang  dapat mengembangkan dan mem-

bentuk   karakter manusia yang baik. Kemu 

dian pada tahap selanjutnya adalah menam-

bah   beberapa departemen atau divisi khusus 

yang  menangani  kasus  tertentu  atau dae-

rah  tertentu  di dalam manajerial Badan 

Pengatur. Hal tersebut diatas adalah  hal  

dasar  yang  perlu  dibangun  dengan  serius 

karena   dari   solidnya   para   pelaksana   

dan   karakter manusia  yang  baik  maka  

dalam  menjalankan pekerjaannya juga dapat 

dikatakan dapat maksimal. 

Kemudian setelah dalam manajerial 

badan pelaksana sudah solid maka tahap se-

lanjutnya sebaiknya membuat suatu ke-

bijakan yang lebih mengikat dan memberi  

efek  jera  pada setiap pelanggarnya sehingga 

ada ke-mungkinan  kebijakan tersebut dapat 

menjangkau tujuan. Kebijakan-kebijakan 

yang di putuskan pun sebaiknya   tidak   

melulu   bersifat makro  namun  bisa dibuat 

bertahap dengan mengarahkan kebijakan pa-

da tingkatan mikro terlebih dahulu. 

Dan, terakhir penulis menyarankan 
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untuk mengikutsertakan  pihak lain dalam 

proses pengawasan distribusi BBM bersub-

sidi. Ini dapat dimulai dengan mengikutser-

takan par tisipasi perangkat pemerintahan 

paling  bawah  seperti  Kepala  Desa  atau  

Lurah  hingga camat untuk memantau veri-

fikasi pengiriman BBM bersubsidi  oleh  Ba-

dan  penyalur.  Dan  akan  lebih  baik pula  

apabila  menggunakan  jasa  professional  

atau  ahli yang   melakukan   pengawasan   

pada   proses   distribusi karena kegiatan  

yang sifatnya  transaksional  akan lebih 

menunjukkan professionalitas para ahli da-

lam pekerjaannya yang salah satunya   meng-

gunakan   jasa pengawas  proses  distribusi  

yang bisa dilakukan  secara online  ataupun  

offline  dengan  cara  turun  dilapangan. Hal 

ini tentu saja sifatnya temporer dan tidak 

permanen menunggu hingga para pelaksana 

lokal yang dapat dikatakan  masih  belum  

memiliki  karakter  dan kemampuan  yang 

dikatakan  matang untuk berkembang dan 

menjadi lebih baik. 
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